


HUKUM
ASURANSI

Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H.,CPCLE
Angelina Putri
Sulistiyawati

Editor:
Nur Habib Ruba`i, S.E.,M.E





HUKUM
ASURANSI

Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H.,CPCLE
Angelina Putri
Sulistiyawati

Editor:
Nur Habib Ruba`i, S.E.,M.E



Perpustakaan Nasional RI: 
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM ASURANSI

Penulis
Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H.,CPCLE

Angelina Putri
Sulistiyawati

Editor:
Nur Habib Ruba`i, S.E.,M.E

Desain Cover  & Layout
Pusaka Media Design

viii+ 69 hal : 15.5 x 23.5 cm
Cetakan Januari 2023

ISBN: 978-623-418-153-1

Penerbit
Pusaka Media

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082280035489
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



HUKUM ASURANSI v

 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah SWT. Dialah Dzat yang 
menggenggam seluruhilmu dan hikmah. Buku yang tersaji di 
hadapan anda ini dapat terwujud adalah karena ridhoNya semata. 

Asuransi, saat ini dapat dikatakan bukan merupakan suatu 
asing, kita dapat menemukan banyak sekali Perusahaan-Perusahaan 
yang menawarkan jasa asuransi, bahkan untuk menarik minat 
konsumen, banyak sekali iming-iming yang ditawarkan, mulai dari 
tabungan sampai keuntungan dengan investasi. Selain itu banyak 
punya cara yang dilakukan, mulai dengan memakai jasa pialang, 
bermitra dengan lembaga keuangan lainnya, sampai dengan 
memakai cara Multi Level Marketing.  

Macam Asuransi juga mengalami perkembangan yang pesat, 
hingga banyak diketemukan macam asuransi yang tidak terdapat 
dalam KUHD. Pergantian aturan perundang-undangan juga memacu 
kami untuk membuat Buku Asuransi ini, sangat disayangkan banyak 
buku yang masih memakai Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 
Tentang Perasuransian, padahal telah ada Undang-Undang No. 40 
Tahun 2014, yang mana diantara dua undang-undang tersebut 
terdapat perbedaan yang tidak sedikit. Selain itu terdapat 
perubahan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. 

Untuk itu kami mengharap buku ini dapat memperkaya 
pengetahuan mahasiswa, pada khususnya dan masyrakat pada 
umumnya mengetahui pengaturan Hukum Asuransi dan kritik dan 
saran kami harapkan guna dapat mewujudkan karya yang lebih baik 
di masa mendatang. Tidak lupa secara khusus ucapan terimakasih 
penulis sampaikan kepada editor yang telah berinisiatif sekaligus 
meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk penerbitan buku ini. 



HUKUM ASURANSIvi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat 
kekurangan untuk itu, penulis mengharapkan saran perbaikan, 
kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Akhirnya 
penulis berharap, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi 
kepentingan praktik maupun pengembangan ilmu hukum. 
 
Kotabumi, Januari 2023 
 
Penulis 
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BAB I 
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN 

 
 
 

A. PENGATURAN DAN PENGERTIAN PERJANJIAN 
Pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan 

perumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan 
"perjanjian" yaitu dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, namun tidak ada yang menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan 'perikatan. Selain itu kata 'verbintenis' dan 'overeenkomst' 
seringkali diterjemahkan dengan beberapa terjemahan yang tidak 
seragam. Ada yang menerjemahkan verbintenis menjadi perikatan, 
perutangan bahkan perjanjian, sementara itu ada pula sarjana yang 
menterjemahkan overeenkomst menjadi persetujuan, sebagaimana 
terlihat dari beberapa pendapat sarjana hukum berikut ini : 
1. Subekti dan Tjiptosudibio dalam bukunya Kita Undang-Undang 

Hukum Perdata menterjemahkan kata verbintenis menjadi perikatan 
dan kata overenkomst diterjemahkan menjadi persetujuan. 

2. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia 
menerjemahkan verbintenis menjadi perutangan dan 
overeenkomst diterjemahkan menjadi perjanjian. 

3. Achmad Ihsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menggunakan 
verbintenis untuk perjanjian dan overenkomst untuk persetujuan. 

Dari beberapa pendapat di atas, untuk kata verbintenis dikenal 
tiga terjemahan yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, 
sedangkan untuk kata overeenkomst terdapat dua terjemahannya 
yaitu perjanjian dan persetujuan. Sebelum menggunakan sesuatu 
istilah, terlebih dahulu harus diketahui apa isi atau makna dari istilah 
tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah "verbintenis" dan 



HUKUM ASURANSI2

"overeenkomst", terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian 
apa yang tersimpul di dalam istilah tersebut. "Verbintenis" berasal 
dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat, jadi menunjukkan 
adanya ikatan atau hubungan. Hal ini sesuai dengan definisi dari 
perikatan yaitu sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan 
tersebut, maka selanjutnya kita menggunakan istilah verbintenis 
untuk diterjemahkan menjadi perikatan. 

Sedangkan 'Overenkomst' berasal dari kata overeenkomen yang 
berarti setuju atau sepakat, jadi overeenkomst mengandung arti kata 
sepakat, hal ini tentunya sesuai dengan salah satu asas dari perjanjian 
yaitu asas konsensualitas (perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata 
sepakat), oleh karena itu terjemahan dari overeenkomst harus dapat 
mencerminkan asas kata sepakat tersebut, maka istilah overeenkomst 
lebih tepat diterjemahkan menjadi persetujuan. 

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dirumuskan bahwa perjanjian (persetujuan) adalah : "Suatu 
persetujuan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari isi 
tentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut 
di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu :  
1. Unsur Perbuatan 
2. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih.  
Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari hukum 

perikatan sedangkan hukum perikatan merupakan bagian diri hukum 
harta kekayaan, maka hubungan hukum yang ditimbulkan oleh 
perjanjian adalah hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan, 
dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. 
Adapun perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang 
menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak. 
Jadi perjanjian dalam arti luas tidak hanya diatur dalam lapangan 
hukum harta kekayaan saja, tetapi juga mencakup Buku I Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata seperti perjanjian kawin.1 
 
                                                           
1 Zakiyah, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, Lentera Kreasindo, Banjarmasin, 2015, hlm. 
1. 
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1 Zakiyah, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, Lentera Kreasindo, Banjarmasin, 2015, hlm. 
1. 

B. SYARAT SAH PERJANJIAN  
Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang 

harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan 
dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal. 
5. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya   

Mengenai kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya, 
perlu di ingat lagi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah 
persesuaian penyataan kehendak antara satu orang atau lebih 
dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang dimaksud disini adalah 
tidak boleh ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. 

 
1) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan         

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan 
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang 
yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap 
dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang 
ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/wenang untuk 
melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah 
kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata: 
a. Anak di bawah umur (minderjaigheid) 
b. Orang yang di taruh di bawah pengampuan 
c. Istri, Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan 

perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.      

 
2) Suatu hal tertentu  

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi 
objek perjanjian adalah prestasi (pokok pejanjian). Prestasi adalah 



HUKUM ASURANSI4

apa yang menjadi kewajiban debitur dan  apa yang menjadi hak 
kreditur  prestasi ini terdiri dari perbuatan hukum positif dan 
negatif, prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat 
sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). 

 
3) Suatu sebab yanga halal/causa yang halal (geoorloofdeoorzaak) 

        Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian 
orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya 
disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang 
apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 

Syarat sah perjanjian ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 
syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang 
melakukan perjanjian, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan 
dengan objek perjanjian. Kedua syarat ini apabila tidak diindahkan 
maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dibatalkan 
apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan batal demi hukum 
apabila tidak memenuhi syarat objektif. Akibat hukum dapat 
dibatalkan maksudnya  

adalah apabila subjek perjanjian tidak memenuhi syarat 
kesepakatan dan kecakapan maka pihak yang merasa dirugikan 
dapat mengajukan pembatalan perjanjian dalam arti lain bahwa 
perjanjian tetap ada kalau tidak ada pengajuan pembatalan 
perjanjian oleh pihak yang dirugikan, sedangkan akibat hukum batal 
demi hukum maksudnya adalah apabila  

terdapat kesalahan pada objek perjanjian yaitu ternyata objek 
perjanjian dilarang untuk diperjanjikan berdasarkan hukum yang 
mengaturnya maka perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian 
itu dari awal dianggap tidak pernah ada.2 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum. Hukum Asuransi Di Indonesia, Andalan University Press, Padang, 2019, 
hlm . 2. 
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2 Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum. Hukum Asuransi Di Indonesia, Andalan University Press, Padang, 2019, 
hlm . 2. 

C. ASAS-ASAS PERJANJIAN 
Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau 

merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam 
setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan 
dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang 
umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dengan demikian, asas 
hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat 
dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-
undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri 
umum dari peraturan konkrit tersebut. 

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam 
asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas 
konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Di samping asas-asas 
itu, masih terdapat asas iktikad baik dan asas kepribadian. 

 
1. Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang 
sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini 
oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 
ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata 
yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. 

berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang 
untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan 
perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya: 
1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau 

tidak 
2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian 
3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian 
4) Bebas menentukan bentuk perjanjian 
5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang 
menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak 
terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan 
hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya 
(mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang 
sifatnya memaksa. 

 
2. Asas Konsensualisme 

        Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 
1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian 
adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya 
kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban 
bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah 
bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi kontrak tersebut. 

 
3. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul 
dalam kalimat “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, 
perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para 
pembuatanya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula 
tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” 
untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh 
para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas 
kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam 
hal: 
 Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang. 
 Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.  

 
4. Asas iktikad baik  

Asas iktikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata 
yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan 
dengan iktikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan 
perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur. 
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Menurut Subekti, pengertian iktikad baik dapat ditemui dalam 
hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum 
perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian 
obyektif). Dalam hukum benda, iktikad baik, artinya kejujuran atau 
bersih. Seorang pembeli beriktikad baik adalah orang jujur, orang 
bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang 
melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-
usulnya. Sedangkan pengertian iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) 
KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus 
berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan 
kesusilaan. 

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberikan 
kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu 
perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan 
keadilan. 

 
5. Asas Kepribadian  

        Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-
pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada 
Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 KUH Perdata 
disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat 
mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya 
suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 KUH 
Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku 
antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat 
membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal 
yang diatur klaim Pasal 1317 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian itu 
hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat 
mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian.3 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Ibid., hlm. 4. 
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D. WANPRESTASI 
        Didalam sebuah perjanjian terdapat pengaturan hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam 
perjanjian, hak dan kewajiban ini dikatakan prestasi atau merupakan 
isi dari daripada perikatan, jika debitur/lessee tidak memenuhi 
prestasi maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi. 

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak 
melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan 
“wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.10 Pada umumnya 
wanprestasi atau breach of contract (inggris) baru terjadi setelah 
adanya pernyataan lalai (in mora stelling; ingebereke stelling) dari 
pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya 
bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur 
untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas 
kerugian yang dialami kreditur. Menurut undang-undang peringatan 
(somatie) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan 
dalam bentuk tertulis. 

 
Terdapat tiga keadaan di mana debitur dapat dikatakan 

wanprestasi, antara lain: 
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur 

tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk 
dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban 
yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul 
karena undang-undang. 

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam 
hal ini debitur melaksanakan/memenuhi apa yang telah 
diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-
undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas 
yang ditentukan oleh undang-undang atau menurut kualitas yang 
telah ditentukan dalam perjanjian. 

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. 
Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat dari 
waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 
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4. R. Subekti menambahkan satu keadaan lagi mengenai 
wanprestasi yaitu: melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 
tidak boleh dilakukan. 

 
Keempat hal diatas merupakan bentuk-bentuk dari 

wanprestasi, terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang ( si 
berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), 
diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-
akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat 
macam,yaitu: 
 Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan 

singkat dinamakan ganti-rugi 
 Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 
 Peralihan resiko 
 Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan 

hakim 
 
Ganti-rugi sering diperinci dalam tiga unsur biaya, rugi dan 

bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau 
perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. 
Yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena 
kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh 
kelalaian debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah 
kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah 
dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. 

Mengenai pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua 
belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. 
Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik 
uang maupun barang, maka ia harus dikembalikan, perjanjian itu 
ditiadakan. Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian 
seorang debitur disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata 
yang dimaksudkan dengan risiko adalah “kewajiban untuk memikul 
kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu 
pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian”. 
Mengenai pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat 
bagi seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu 
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peraturan hukum acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan 
membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) H.I.R).4 
 
E. BERAKHIRNYA PERJANJIAN  

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu 
perikatan. Suatu perikatan dapat hapus sementara perjanjian yang 
menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan 
berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian 
tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak 
dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, 
sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan 
berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka 
perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut 
secara otomatis menjadi hapus. Yang mengakibatkan berakhirnya 
perjanjian yaitu: 
1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian 

berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam 
perjanjian. 

2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-
undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli 
waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan 
pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya 
mengikat selama lima tahun. 

3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik 
yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, 
misalnya: 
 Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja 

berakhir dengan meninggalnya si buruh. 
 Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab 

berakhirnya suatu persekutuan adalah: 
1. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya 

perbuatan yang menjadi pokok persekutuan 
2. jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah 

pengampuan, atau dinyatakan pailit. 

                                                           
4 Ibid., hlm. 7. 
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4 Ibid., hlm. 7. 

4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak 
maupun oleh salah satu pihak (Opzegging). Hanya dapat dilakukan 
pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 
1603 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa para pihak dapat 
mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu 
percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa. 

5. Adanya putusan hakim Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-
menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk 
mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan 
Pengadilan Negeri. 

6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya 
tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya 
dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh 
penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian 
itupun berakhir. 

7. Dengan adanya perjanjian para pihak (Heroping). Pasal 1338 ayat 
(2) KUH Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu 
perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Ibid., hlm. 9. 
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BAB II 
PERJANJIAN ASURANSI DI INDONESIA 

 
 

A. PENGERTIAN PERJANJIAN ASURANSI  
Kata asuransi berasal dari Bahasa Inggris insurance yang 

dalam Bahasa Indonesia dengan Padanan kata "pertanggungan" dan 
memaknai kata insurance dengan (a) auransi dan (b) jaminan. Dalam 
bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie  (asuransi) 
dan verzekering  (pertanggungan) Muhammad Muslehuddin dalam 
buku Insurance Islamic Law mengadopsi pengertian asuransi dari 
Encylopedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh 
sekelompok orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi 
kejadian yang tidak jelas diramalkan, bila kerugian tersebut 
menimpa seorang di antara mereka, maka beban  kerugian tersebut 
akan disebarkan ke seluruh kelompok. 

Lebih jauh Musleuddin menjelaskan pengertian asuransi dalam 
sudut pandang yang berbeda serta mengalami kesimpangsiuran ada 
yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi 
kerugian dan ada yang mengatakan sebagai persiapan menghadapi 
resiko. Dilihat dari signifikansi kerugian, Adam Smith berpendapat 
bahwa asuransi dengan menyamarkan beban kerugian kepada orang 
banyak membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh 
masyarakat. 

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi Di 
Indonesia memaknai asuransi sebagai, "suatu tujuan dimana pihak 
yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima 
sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin 
akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa 
yang belum jelas." 
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Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai 
suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) 
yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian kerugian yang belum 
pasti. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa auransi 
(Ar:at-ta-min) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak 
yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada 
pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama 
sesuai dengan perjanjian yang dibuat. 

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan 
membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan 
menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi 
merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang 
masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak 
dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari 
mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan 
ditanggung bersama oleh mereka.6 

Asuransi sebagi suatu perjanjian, pengertian asuransi 
tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagag (KUHD) 
dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahu  
1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan 
pengertian dari Asuransi atau pertanggung jawaban sebagai berikut: 

"Asuransi atau pertanggug jawaban adalah suatu perjanjian, 
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang 
tertanggung, degan menerima suatu permi, untuk memberikan 
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang tidak mungkin akan 
dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu." 

Dalam Bab 1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1992 tentang Usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas 
dan lebih lengkap mengenai pengertian asuransi atau 
pertanggungan yang dinyatakan bahwa: " Asuransi atau 
pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan 
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian 

                                                           
6 Tuti Rastiti, S.H.,M.H. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 1. 
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kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada 
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul 
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan." 

 
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu: 
1) Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua 

pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya 
hubungan keperdataan. 

2) Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayangkan oleh 
tertanggung kepada penanggung. 

3) Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika 
terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. 

4) Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu 
terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang 
mungkin datang atau tidak dialami. 

 
Apabila diperhatikan pengertian asuransi berdasarkan kedua 

aturan di atas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas 
dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum 
dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. 
Dengan demikian, perikatanya bersumber dari perjanjian. 
Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD 
maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan 
yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku 
KUH Perdata. Ketentuan tersebut didasari keberlakuannya 
berdasarkan lex spesialis derogate lege generalis, bahwa apabila 
ketentuan khusus (KUHD) tidak mengatur tentang perjanjian, maka 
akan berlaku ketentuan umum (KUB Perdata). 

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai 
asuransi ini, dan perjanjian tidak diatur dalam KUB Dagang, maka untuk 
perjanjian asuransi pun akan berlaku ketentuan KUH Perdata 
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dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. 
Dengan demikian, perikatanya bersumber dari perjanjian. 
Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD 
maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan 
yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku 
KUH Perdata. Ketentuan tersebut didasari keberlakuannya 
berdasarkan lex spesialis derogate lege generalis, bahwa apabila 
ketentuan khusus (KUHD) tidak mengatur tentang perjanjian, maka 
akan berlaku ketentuan umum (KUB Perdata). 

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai 
asuransi ini, dan perjanjian tidak diatur dalam KUB Dagang, maka untuk 
perjanjian asuransi pun akan berlaku ketentuan KUH Perdata 

berdasarkan Pasal 1 KUHD bahwa ketentuan umum perjanjian dalam 
KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1 KUHD 
tersebut merupakan cerminan asas lex specialis derogate lege generalis. 

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata 
dinyatakan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang atau lebih." Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat 
luas. Tidak lengkap karena dengan dipergunakannya perkataan 
"perbuatan" mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan 
melawan hukum. Dikatakan tidak lengkap, karena hanya 
menyebutkan perjanjian sepihak. Sehubungan dengan itu perlu 
kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: 
1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu 

perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 
2) Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam 

Pasal 1313 KUH Perdata. 
Dengan demikian perumusannya menjadi perjanjian adalah 

suatu perbuatan (hukum), di mana satu orang atau lebih (saling) 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.7  
 
B. JENIS-JENIS ASURANSI 
Pembagian jenis-jenis asuransi menurut penggolongannya: 
1) Penggolongan secara yuridis 

Jenis Asuransi menurut Pasal 247 Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang menyebutkan tentang 5 macam asuransi, ialah: 
a. Asuransi terhadap kebakaran 
b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian 
c. Asuransi terhadap kematian orang 
d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan 
e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di 

sungai 
Buku 1 KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, 

kedua, dan ketiga, Sedangkan jenis asuransi yang keempat, dan 
kelima. Di atur dalam buku II KUHD asuransi secara yuridis dapat 

                                                           
7 Ibid., hlm. 29. 
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digolongkan menjadi dua yaitu asuransi kerugian dan asuransi 
jumlah: 

a. Asuransi kerugian  
Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang 
berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya 
untuk melakukan ketentuan berupa ganti kerugian kepada 
tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh 
pihak terakhir. Yang termasuk dalam golongan asuransi 
kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya 
dapat dinilai dengan uang, misalnya asuransi pencurian, 
asuransi pembongkaran, asuransi perampokan, asuransi 
kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil 
pertanian. 

b. Asuransi jumlah 
Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi 
ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi 
berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah 
ditentukan sebelumnya. Ciri dari asuransi jumlah adalah 
kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah 
uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan 
sebelumnya. Contoh asuransi jumlah adalah asuransi jiwa, 
asuransi sakit (apabila prestasi penanggung berupa pembayaran 
sejumlah uang, besarnya telah ditentukan sebelumnya). 

 
2) Peggolongan berdasarkan ada tidaknya kehendak bebas para pihak 

a. Asuransi sukarela (Voluntary Insurance) 
Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian yang terjadinya 
didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang 
mengadakannya. Hal itu berarti bahwa timbulnya perjanjian tidak 
ada paksaan dari luar. Oleh sebab itu asas kebebasan berkontrak 
(Pasal 1338, ayat (1) KUH Perdata) berperan dalam tumbuhnya 
jenis-jenis asuransi sukarela. Misalnya asuransi kebakaran, 
asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, dan lain-lain. 

b. Asuransi Wajib (Compulsory Insurance) 
Asuransi wajib terbentuk karena diharuskan oleh ketentuan 
perundang-undangan. Dalam beberapa jenis golongan 
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didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang 
mengadakannya. Hal itu berarti bahwa timbulnya perjanjian tidak 
ada paksaan dari luar. Oleh sebab itu asas kebebasan berkontrak 
(Pasal 1338, ayat (1) KUH Perdata) berperan dalam tumbuhnya 
jenis-jenis asuransi sukarela. Misalnya asuransi kebakaran, 
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b. Asuransi Wajib (Compulsory Insurance) 
Asuransi wajib terbentuk karena diharuskan oleh ketentuan 
perundang-undangan. Dalam beberapa jenis golongan 

asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak 
dilakukan. Sebagai contoh dari asuransi wajib adalah Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan 
Umum,  Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja. 

 
3) Penggolongan berdasarkan tujuan 

Memperhatikan tujuan diadakan perjanjian asuransi, dapat 
dibagi atas: 

a. Asuransi komersial (Commericial Insurance) 
Pada Umum asuransi komersial diadakan oleh perusahaan 
sebagai sebuah bisnis, sehingga tujuan utama adalah 
memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang 
berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya berdasarkan besar 
premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan 
ekonomis. Semua jenis asuransi komersial diatur dalam KUH 
Dagang. Pada dasarnya asuransi komersial merupakan 
asuransi sukarela. 

b. Asuransi sosial 
 Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan 

memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan 
jaminan sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.8 

 
C. HAKIKAT RISIKO DAN KERUGIAN PADA PERJANJIAN ASURANSI  

Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal 
yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam 
industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari 
kerugian finansial atau kerugian terjadinya kerugian. Berikut ini 
adalah jenis-jenis risiko. 

 
1) Risiko Murni 

Adalah risiko yang apabila benar-benar terjadi, akan memberikan 
kerugian dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan 
kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. 

                                                           
8 Dr. Muhammad Ramli Haba, S.H.,M.H. Sri Handayani, S.H.,M.H. PENGANTAR HUKUM ASURANSI DI 
INDONESIA, Scopindo Media Pustaka,  Surabaya, 2020, hlm. 18. 
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2) Risiko spekulatif 
 Adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua 
kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan 
keuntungan dan kemungkinan untuk mendapat kerugian.. 

3) Risiko individu  
Adalah risiko yang kemungkinan dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari. Risiko individu ini masih dipilih menjadi 3 jenis: 
a. Risiko pribadi (personal risk) 

Adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang 
untuk memperoleh manfaat ekonomi. Atau dengan kata lain 
risiko ini berfungsi untuk menanggung dirinya sendiri atau 
orang yang ia asuransikan. 

b. Risiko harta (property risk) 
Adalah risiko yang ditanggungkan atas aparat yang dimilikinya 
rusak, hilang, atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan 
tersebut, pemilih akan kehilangan kesempatan ekonomi yang 
diperoleh dari harta yang dimilikinya. 

c. Risiko tanggung gugat (liability risk) 
Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung 
jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Misalkan, 
pemberian asuransi oleh mandor bangunan kepada para 
pekerjanya. 
         
Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik untuk 

mempertimbangkan kehidupan perekonomian di masa mendatang. 
Dalam menangani risiko tersebut minimal ada lima cara yang dapat 
dilakukan, antara lain: 
1) Menghindari risiko (risk avoidance) 
 Dapat dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan risiko yang 

mungkin timbul sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. 
Setelah mengetahui risiko yang mungkin timbul kita bisa 
menetukan apakah aktivitas tersebut bisa kita lanjutkan atau kita 
hentikan. 

2) Mengurangi risiko (risk reduction) 
 Tindakan ini hanya bersifat meminimalisasi risiko yang mungkin 

terjadi. 
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Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik untuk 

mempertimbangkan kehidupan perekonomian di masa mendatang. 
Dalam menangani risiko tersebut minimal ada lima cara yang dapat 
dilakukan, antara lain: 
1) Menghindari risiko (risk avoidance) 
 Dapat dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan risiko yang 

mungkin timbul sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. 
Setelah mengetahui risiko yang mungkin timbul kita bisa 
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2) Mengurangi risiko (risk reduction) 
 Tindakan ini hanya bersifat meminimalisasi risiko yang mungkin 

terjadi. 

3) Menahan risiko (risk retention) 
 Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko 

tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis 
biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang-kadang 
orang tidak sadar akan usah menahan risiko ini. 

4) Membagi risiko (risk sharing) 
 Tindakan ini melibatkan orang lain untuk sama-sama 

menghadapi risiko. 
5) Mentransfer risiko (risk transferring) 
 Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang 

bersedia serta mampu memikul beban risiko.9 
 

D. SIFAT-SIFAT PERJANJIAN ASURANSI 
Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian 

yang mempunyai karateristik yang dengan jelas akan memberikan 
suatu ciri khusus, apabila disbanding dengan perjanjian yang lain: 
 Pasal 1774 KUHPer menyebutkan asuransi sebagai suatu 

persetujuan untung-untungan yakni suatu perbuatan yang 
hasilnya, mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak, 
maupun untuk beberapa pihak, tergantung kepada suatu kejadian 
yang belum pasti. Bahwa asuransi dikategorikan sebagai suatu hal 
yang hanya didasarkan kepada faktor untung-untungan tidaklah 
sepenuhnya benar. Dalam ajaran risiko dapat kita ketahui berapa 
besarnya kejadian yang belum pasti itu dapat dihitung secara 
matematis sehingga kemungkinan terjadinya kerugian dapat 
ditanggulangi dengan penetapan premi yang sesuai. 

 Asuransi merupakan suatu persetujuan tertentu, artinya kedua 
belah pihak yakni penanggung dan tertanggung saling 
mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, 
artinya baik penanggung maupun tertanggung mempunyai hak 
dan kewajiban terhadap masing-masing. 

 Perjanjian asuransi bersifat konsensual. Sebagai mana halnya 
perjanjian-perjanjian pada umumnya (kecuali hibah) perjanjian 

                                                           
9 Ibid., hlm. 66. 
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asuransi sudah dianggap ada begitu ada sepakat antara 
penanggung dan tertanggung. Kesepakatan itu dapat terjadi 
melalui pembicaraan lisan baik langsung maupun melalui 
telepon.10 

 
E. DASAR HUKUM ASURANSI  

Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata yang di 
bawa oleh pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa 
penjajahan. Hukum perdata tersebut dapat ditelusuri akarnya ke 
hukum perdata Perancis sampai ke hukum Romawi. Keberadaan 
hukum asuransi di Indonesia berakar dari kodifikasi hukum perdata 
(code Civil) dan hukum dagang (Code de commerce) pada permulaan 
abad ke sembilan belas semasa pemerintahan kaissar Napoleon di 
Perancis. Pada waktu itu, Hukum dagang Belanda hanya memuat 
pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai di undangkannya 
rancangan kitab undang-undang hukum dagang (Wet Boek Van 
koophandel) Tahun 1838 yang memuat peraturan mengenai asuransi 
kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem ini yang 
dianut untuk Hindia Belanda dahulu sampai sekarang masih berlaku 
di Indonesia. 

Asuransi sebagai gejala hukum di Indonesia baik dalam 
pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang berasal 
dari hukum barat, pemerintah belanda yang mengimpor asuransi 
sebagi bentuk hukum (rechtfiguur) di Indonesia dengan cara 
mengundangkan Burgelijk wetboek dan wetboek Van koophandel 
dengan satu pengumuman pada tanggal 30 April 1847, kedua 
undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah 
perjanjian. 

Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara 
resmi bersamaan dengan berlakunya Kitab undang-undang hukum 
Dagang (KUHD) yang di umumkan pada tanggal 30 April 1847 dan 
dimuat dalam staatblaad No 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 
mei 1848. Untuk lebih rinci pengaturan asuransi terdapat dalam 
KUHPerdata dalam buku II Bab IV tentang Persetujuan Untung-
                                                           
10 Soesi Idayanti, S.H.,M.H. Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H. HUKUM ASURANSI, Penerbit Tanja Air Beta, 
Yogyakarta, 2020, hlm. 18. 
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penanggung dan tertanggung. Kesepakatan itu dapat terjadi 
melalui pembicaraan lisan baik langsung maupun melalui 
telepon.10 

 
E. DASAR HUKUM ASURANSI  

Sistem hukum Indonesia berasal dari hukum perdata yang di 
bawa oleh pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa 
penjajahan. Hukum perdata tersebut dapat ditelusuri akarnya ke 
hukum perdata Perancis sampai ke hukum Romawi. Keberadaan 
hukum asuransi di Indonesia berakar dari kodifikasi hukum perdata 
(code Civil) dan hukum dagang (Code de commerce) pada permulaan 
abad ke sembilan belas semasa pemerintahan kaissar Napoleon di 
Perancis. Pada waktu itu, Hukum dagang Belanda hanya memuat 
pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai di undangkannya 
rancangan kitab undang-undang hukum dagang (Wet Boek Van 
koophandel) Tahun 1838 yang memuat peraturan mengenai asuransi 
kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem ini yang 
dianut untuk Hindia Belanda dahulu sampai sekarang masih berlaku 
di Indonesia. 

Asuransi sebagai gejala hukum di Indonesia baik dalam 
pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang berasal 
dari hukum barat, pemerintah belanda yang mengimpor asuransi 
sebagi bentuk hukum (rechtfiguur) di Indonesia dengan cara 
mengundangkan Burgelijk wetboek dan wetboek Van koophandel 
dengan satu pengumuman pada tanggal 30 April 1847, kedua 
undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah 
perjanjian. 

Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara 
resmi bersamaan dengan berlakunya Kitab undang-undang hukum 
Dagang (KUHD) yang di umumkan pada tanggal 30 April 1847 dan 
dimuat dalam staatblaad No 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 
mei 1848. Untuk lebih rinci pengaturan asuransi terdapat dalam 
KUHPerdata dalam buku II Bab IV tentang Persetujuan Untung-
                                                           
10 Soesi Idayanti, S.H.,M.H. Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H. HUKUM ASURANSI, Penerbit Tanja Air Beta, 
Yogyakarta, 2020, hlm. 18. 

untungan (kansovereenkomst) Pasal 1774 yang berbunyi : “ Suatu 
persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya 
mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi 
sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, 
demikian adalah : persetujuan pertanggungan……87 Di dalam KUHD 
yang tersebar pada: 
1) Buku 1 bab IX, mengatur tentang pertanggungan pada umumnya 
2) Buku I Bab X, mengatur pertanggungan terhadap bahaya 

kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian 
dan tentang pertanggungan jiwa 

3) Buku II Bab IX, mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan 
perbudakan 

4) Buku II bab IX, mengatur tentang pertanggungan terhadap 
bahaya-bahaya dalam pengangkutan darat, sengai dan perairan 
darat 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian 

6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian 
7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 
Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi 

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi 
         

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu 
asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan 
pengangkutan. Akan tetapi dalam praktik jenis-jenis asuransi lebih 
banyak dibandingkan dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam 
Pasal 247 KUHD. Menurut Emmy Pangaribuan dalam Man Suparman, 
Pasal 247 KUHD secara yuridis tidak membatasi atau menghalangi 
timbulnya jenis-jenis pertangungan lain menurut kebutuhan 
masyarakat. Hal ini dapat didasarkan pada kata-kata “antara lain” 
yang terdapat dalam Pasal 247. Dengan demikian para pihak dapat 
juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.11 
 

                                                           
11 Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum. Op. Cit., hlm. 37. 
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F. TUJUAN LEMBAGA ASURANSI  
Pada hakikatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan 

bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-
tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus 
dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan. Perusahaan 
asuransi sebagai lembaga mempunyai tujuan sosial ekonomi. 
Menurut Wirjono, asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut: 
 Tujuan ekonomis (economishch doel ) 

Seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila ia 
merasa tidak dapat menanggung suatu risiko materil, dengan 
demikian terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko. 

 
 Tujuan sosial (social doel) 

Adanya perhatian terhadap para korban, untuk jelasnya 
dengan adanya asuransi diharapkan agar korban yang termasuk 
golongan tidak mampu tidak berada dalam keadaan terlantar dan 
tanpa suatu sumber penghasilan. Dalam hal orang yang 
mengakibatkan kerugian terhadap mereka tidak mampu. Sementara 
itu DS Hansel memberikan definisi asuransi yaitu Insurance may be 
defined as social device providing financial compansation for the 
effect of misfortunes, the payment being made from the accumulated 
contributions of all parties participating in the scheme. Asuransi 
sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan 
kepada orang yang terkena dan tertimpa musibah dengan 
mengumpulkan kontribusi dari seluruh pihak yang berpartisipasi 
dalam asuransi tersebut. 

Pada prinsipnya asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko, 
dimana risiko tersebut lahir sebagai akibat peristiwa yang tidak 
tentu dari tertanggung kepada penanggung dengan kata sepakat, 
sehingga lahir perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi sebagai 
lembaga pengalihan risiko mempunyai kegunaan yang positif bagi 
masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka 
yang menutup perjanjian asuransi akan merasa lebih tenang sebab 
mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian 
yang tidak diharapkan kemudian. Suatu perusahaan yang 
mengalihkan risikonya pada lembaga asuransi akan dapat 
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Pada prinsipnya asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko, 
dimana risiko tersebut lahir sebagai akibat peristiwa yang tidak 
tentu dari tertanggung kepada penanggung dengan kata sepakat, 
sehingga lahir perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi sebagai 
lembaga pengalihan risiko mempunyai kegunaan yang positif bagi 
masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka 
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mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian 
yang tidak diharapkan kemudian. Suatu perusahaan yang 
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meningkatkan usahanya dan fokus kepada tujuan yang lebih besar. 
Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu 
perusahaan asuransi dapat digunakan sebagai dana untuk usaha 
pembangunan, hasilnya akan dinikmati masyarakat. 

Tujuan asuransi selain pengalihan risiko, asuransi merupakan 
pembayaran kerugian, dalam hal tidak terjadi peristiwa yang 
menimbulkan kerugian. Dalam praktiknya tidak senantiasa terjadi 
bahaya yang mengancam. Ini kesempatan bagi penanggung untuk 
membayar premi. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi 
peristiwa yang menimbulkan kerugian. Di dalam asuransi tradisional 
biasanya asuransi ini berdasarkan KUHD dan sudah lama 
dimanfaatkan oleh konsumen asuransi non tradisional atau biasa 
disebut asuransi modern adalah asuransi dengan jenis unit link yang 
sangat populer saat ini, karena unitlink adalah jenis asuransi yang 
menggabungkan antara asuransi jiwa dengan investasi.  

Ciri yang mencolok dari asuransi unitlink adalah adanya unsur 
investasi pada asuransi tersebut. Oleh karena itu telah terjadi 
perubahan paradigma asuransi sebagai lembaga transfer of risk 
menjadi lembaga investasi. Investasi merupakan sejumlah 
pengorbanan ekonomi yang dilakukan sekarang untuk memperoleh 
imbal hasil di masa mendatang. Pada dasarnya asuransi bukan 
investasi karena fungsi asuransi adalah proteksi, bedanya asuransi 
sebagai pengorbanan yang dilakukan sekarang untuk menghindari 
risiko yang tak terduga di masa mendatang. Jadi jika investasi itu 
mengharapkan imbalan yang di inginkan di masa mendatang. 
Contoh, jika berinvestasi pada reksadana dengan proteksi 
pertumbuhan Nilai aktiva Bersih sebesar 60 % selama tiga tahun, 
kita berharap itu terjadi bukan? Sedangkan jika kita ikut asuransi 
kecelakaan untuk tiga tahun kedepan, bukan berarti kita berharap 
terjadi kecelakaan pada diri kita. 

Karena Investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal 
di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mencari 
keuntungan, kedua jumlah uang atau modal yang di tanam. Investasi 
merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih 
dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat 
memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investas 
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Sedangkan investasi atau penanaman modal menurut Pasal 1 angka 1 
Undang-undang No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan 
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 
penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara 
Republik Indonesia. 

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan 
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi 
(natural person) maupun badan hukum (judicial person) dalam upaya 
untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, 
baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), 
aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. 
Saat ini sudah banyak produk yang ditawarkan oleh perusahaan 
asuransi Di Indonesia, asuransi tidak lagi hanya menawarkan 
proteksi jiwa dan asuransi pendidikan saja ( asuransi tradisional) 
akan tetapi sudah merambah ke investasi dengan produk Unitlink-
nya, Mengapa Unitlink ini makin diminati di Indonesia? Karena 
masyarakat sudah tidak ingin berasuransi produk Tradisional yang 
mereka anggap tidak “menguntungkan” bagi diri mereka.  

Asuransi tradisional dianggap bersifat mengikat para nasabah, 
contoh jika perjanjian berasuransi selama 20 Tahun maka nasabah 
harus dan wajib menyetor selama 20 Tahun, jika nasabah tidak 
menyetor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka 
uang tunai yang dijanjikan sebelumnya tidak dapat dicairkan. 
Keunggulan dari produk asuransi Unit Link ini ialah Nilai tunai dari 
hasil investasi. Dalam nilai tunai ada beberapa hal yang harus 
dipahami oleh calon nasabah yaitu harga unit, jumlah unit, dana 
investasi yang dipilih dan total nilai tunai yang merupakan wujud 
dari keuntungan investasi. Perkembangan nilai tunai yang terus 
meningkat dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun dapat 
dijadikan cadangan dalam membuat program pensiun, dana 
pendidikan anak dan jaminan hari tua. Nilai tunai merupakan dana 
kas masuk yang reguler diterima oleh nasabah dan dapat diambil 
sewaktu-waktu, tidak sesulit program asuransi tradisional dalam 
proses pengambilan dananya. Namun di dalam praktik asuransi 
kebanyakan sudah disatukan dengan investasi sehingga tidak jelas 
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lagi perbedaan antara keduanya karena fungsi asuransi sebagai 
lembaga pengalihan risiko sudah bergeser ke fungsi investasi.12 
       
G. POLIS  

        Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan 
adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai 
arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti 
pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak 
saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan 
langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. 
Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus 
ditutup dengan suatu akta yang disebut dalam Pasal 255 KUHD 
yaitu, “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu 
kata yang dinamakan polis.” 

Menurut Ali Rido, S.H. Polis adalah suatu akta yang 
ditandatangani oleh asuradur, yang fungsinya sebagai alat bukti 
dalam perjanjian asuransi. Sedangkan menurut Molengraaff polis 
adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan 
syarat-syarat apa asuradur menerima perjanjian asuransi. Polis 
asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang 
ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Ia dapat berupa secarik 
kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit, atau ia dapat 
pula berupa dokumen panjang yang jelimet. Polis asuransi 
menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak 
yang membuat kontrak itu. Polis asuransi tidaklah serupa 
bentuknya, tetapi semua polis mempunyai persamaan anatomi. 
Bagian-bagian yang mudah dipahami adalah deklarasi, persetujuan 
pertanggungan, pengecualian-pengecualiaan dan syarat-syarat. 

 
Deklarasi memuat uraian tentang apa yang diasuransikan, 

orang yang ditanggung, premi yang harus dibayar, periode yang 
dicakup, batas-batas polis atau jumlah asuransi dan setiap jaminan 
atau janji yang dibuat oleh pihak yang ditanggung mengenai sifat 
dan kontrol terhadap bahaya. Persetujuan pertanggungan, disini 

                                                           
12 Op. Cit., hlm. 40. 
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diuraikan penutupan asuransi itu. Persetujuan pertanggungan ini 
dirumuskan arti istilah-istilah penting yang dipakai dalam kontrak 
itu. Pengecualian-pengecualian ini diperlukan karena satu dan lain 
sebab, yaitu: 
 Memudahkan pengelolaan bahaya fisik dan moral 
 Meniadakan penutupan berganda yang telah dimuat dalam polis 

lain 
 Meniadakan penutupan yang walaupun penting bagi sebagian 

pihak yang ditanggung, tetapi tidak dibutuhkan oleh pembeli 
polis tertentu 

 Meniadakan bencana yang tidak dapat ditanggung 
 Meniadakan penutupan tertentu yang tidak mampu ditanggung 

oleh perusahaan asuransi itu atau yang memerlukan 
pertanggungan dan premi khusus 

         Syarat-syarat, yaitu aturan-aturan dasar mengenai transaksi 
asuransi. Syarat-syarat yang biasa dijumpai dalam polis asuransi adalah 
yang menyangkut tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban pihak yang 
ditanggung sesudah terjadinya suatu kerugian, batas waktu untuk 
pembayaran klaim, batas waktu pengajuan tuntutan terhadap 
perusahaan, asuransi lain, subrogration, perusahaan polis, penugasan, 
pembatalan, penyembu-nyian dan penipuan serta penyelesaian yang 
dipilih. Beberapa macam polis, distandardisasi menurut hukum, baik 
dengan menentukan formulirnya, maupun dengan menetapkan pasal-
pasal standar minimum. Polis standar atau polis tercetak hendaklah 
fleksibel, dan feksibilitas ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 
tertentu. Perubahan ini dilakukan dengan melampirkan pada polis itu 
suatu tulisan, stempel atau cetakan yang dijadikan bagian dari kontrak 
asuransi itu dan dikenal sebagai endorsement atau dengan nama lain 
rider.13 

 
 
 
 
 

                                                           
13 Soesi Idayanti, S.H.,M.H. Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H. Op. Cit., hlm. 33. 
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13 Soesi Idayanti, S.H.,M.H. Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H. Op. Cit., hlm. 33. 

H. ASAS-ASAS ASURANSI  
1. Asas Indemnitas (Azas ganti rugi) 

Asas Indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian 
asuransi karena merupakan asas yang mendasan mekanisme kerja 
dan memberi arah serta tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. 
Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah 
untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh 
pihak penanggung. Asas ini dapat dijumpai sejaak awal pengaturan 
perjan-jian asuransi yaitu pada pasal 246 KUHD: “………..seorang 
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan 
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 
karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan…………..” 

 
2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan 

Menurut asas ini dapat ditutupnya perjanjian asuransi ada 
kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maksudnya 
adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan 
sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum 
pasti terjadinya dan yang bersangkutan men-jadi menderita 
kerugian. Pasal 250 KUHD menyebutkan: “Apabila seseorang yang 
telah mengadakan suatu pertanggungan untuk sendiri atau seseorang 
telah diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu 
kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si 
penanggung tidak diwajibkan memberi ganti rugi.“ 

Kepentingan juga berhubungan juga dengan masalah risiko yang 
dihadapi oleh seseorang dimana dikatakan bahwa seseorang 
menghadapi risiko apabila mempunyai kepentinganterhadap benda 
yang terkena risiko. Oleh karena itu dapat dimengerti, disyaratkan 
kepentingan sebagai syarat mutlak dalam perjanjian pertanggungan. 
Menurut pembentuk undang-undang, kepentingan itu harus sudah 
ada pada saat perjanjian pertanggungan itu diadakan. Kepentingan 
yang dapat diasuransikan/kepentingan finansial dalam asuransi jiwa 
dapat timbul karena: 
 Hubungan darah 
 Hubungan perkawinan  
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 Hubungan bisnis 
Menurut Sastrawidjaja, “bahwa kepentingan itu ada pada saat 
terjadinya kerugian.” 
 
3. Asas Itikad Baik/Asas Kejujuran yang Sempurna 

        Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara 
pihak itu sangat penting. Dasar dari saling percaya itu adalah itikad 
baik. Asas itikad baik harus dilaksanakan pada setiap perjanjian, 
ketentuan Pasal 1338 (3) KURPerdata menyebutkan:  

“Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad 
baik dapat dibedakan menjadi 2 macam: 
 Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau 

perjanjian. itikad baik ini merupakan perkiraan dalam hati 
sanubari para pihak, bahwa persyaratan yang diperlukan untuk 
mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah 
terpenuhi semuanya. 

 Itikad baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang 
timbul dari hubungan hukum. 

Dalam ketentuan KUHD, banyak pasal yang disimpul-kan 
mengandung unsur itikad baik. Pasal yang cukup penting sebagai 
salah satu penjabaran dari azas itikad baik itu adalah pasal 251 
KUHD. “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun 
setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh 
tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian 
sifatnya sehingga seandainya di penanggung telah mengetahui 
keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak ditutup atau tidak 
ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya 
pertanggungan.“ 

 
4. Asas Subrograsi bagi Penangung 

Menurut asas ini, asuransi diancam batal apabila diadakan 
asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah 
diasuransikan dengan nilai penuh. Hal ini bertujuan untuk 
menghindari adanya asuransi berganda atas benda yang sama 
dengan kepentingan yang sama dan untuk waktu yang sama 
sehingga mencegah adanya penggantian kerugian yang melebihi 
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penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga. 
 Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian. 

Untuk mencegah penyimpangan tersebut, pasal 284 KUHD 
merumuskan: “Seorang penanggung yang telah membayar kerugian 
sesuatu barang yang telah dipertanggungkan, menggantikan si 
tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-
orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut dan 
si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan 
yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang 
ketiga itu .“ Berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan tertanggung 
digantikan oleh penanggung dan melaksanakan hak-haknya 
terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian itu. Penggantian 
kedudukan itu disebut subrograsi.14 

 
I. SEJARAH ASURANSI  

        Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, konsep 
yang mirip dengan filosofi asuransi sebenarnya telah dimulai sejak 
zaman kejayaan Yunani pada masa pemerintahan Alexander Agung. 
Selanjutnya pada masa Romawi juga terdapat berbagai perkumpulan 
yang mirip dengan konsep asuransi seperti Collegium Lambaesis dan 
Collegium Tenuiorum. Singkatnya para anggota memberikan 
sejumlah iuran yang dikumpulkan dan jika ada salah satu anggota 
yang memerlukan, seperti meninggal dunia, dan sebagainya akan 
diberikan semacam santunan. 

Dalam beberapa buku dikemukakan bahwa asuransi itu timbul 
bersamaan dengan lahirnya tingkat perkembangan sosial tertentu 
sesuai dengan kebutuhan manusia akan proteksi atau perlindungan. 
Atau pada tingkat perkembangan kegiatan ekonomi tertentu, yang 
sudah membutuhkan suatu kepastian tingkat keuntungan tertentu, 

                                                           
14 Op. Cit., hlm. 9. 
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sehingga membutuhkan pula adanya perlindungan tertentu bagi 
kelansungan kegiatannya. 

Sekitar Tahun 2250 SM bangsa Babylonia hidup di daerah 
lembah sungai Euphrat dan Tigris (sekarang menjadi wilayah Irak), 
pada waktu itu apabila seorang pemilik kapal memerlukan dana 
untuk mengoperasikan kapalnya atau melakukan suatu usaha 
dagang, ia dapat meminjam uang dari seorang saudagar (Kreditur) 
dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian 
bahwa si pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutangnya 
apabila kapal tersebut selamat sampai tujuan, di samping sejumlah 
uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh pemberi 
pinjaman. Tambahan biaya ini dapat dianggap sama dengan “uang 
premi” yang dikenal pada asuransi sekarang. Di samping kapal yang 
dijadikan barang jaminan, dapat pula dipakai sebagai jaminan berupa 
barang-barang muatan (Cargo). 

Berdasarkan catatan yang ada, bentuk pinjaman pada abad 
pertengahan dikenal dengan nama Bottomry dan Respondentia 
dipergunakan sebagai alat atau sarana komersial umum untuk 
mengubah atau mempengaruhi beban risiko. Metode yang sama 
ternyata sudah pula nampak pada zaman Babilonia kira-kira 300 
tahun yang lalu Sebelum Masehi di kawasan Laut Tengah dan kurang 
lebih 600 tahun Sebelum Masehi di India. 

Pada abad pertengahan di Inggris sekelompok orang yang 
mempunyai profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang 
disebut gilde. Perkumpulan ini mengurus kepentingan-kepentingan 
anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, 
gilde akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana gilde  

yang terkumpul dari angota-anggota. Perjanjian ini banyak 
terjadi pada abad ke 9 dan mirip dengan asuransi kebakaran. 

Sesudah abad pertengahan asuransi laut dan asuransi 
kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di 
negara-negara Eropah barat, seperti di Inggris pada abad ke 17, 
kemudian di perancis pada abad ke 18, dan terus ke negeri Belanda. 
Perkembangan pesat asuransi laut di negara-negara itu dapat 
dimaklumi karena negara-negara tersebut banyak berlayar melalui 
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laut dari dan ke negara-negara seberang laut (overseas countries) 
terutama daerah-daerah jajahan mereka. 

Pada waktu pembentukan Code De Commerce Prancis awal 
abad ke 19 asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi. Pada 
pembentukan Wetboek van koophandel nederland, di samping 
asuransi laut dimasukkan jugaasuransi kebakaran, asuransi hasil 
panen dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut diatur 
secara khusus dalam undang-undang asuransi laut (Marine 
Insurance Act) yang dibentuk pada tahun 1906. Berdasarkan asas 
konkordansi wetboek Van Koophandel Netherland diberlakukan pula 
di Hindia Belanda melalui Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847. 

Kegiatan asuransi masuk ke bumi nusantara mengikuti 
keberhasilan bangsa Belanda dalam usaha perkebunan dan 
perdagangan di negeri jajahannya. Pada awalnya kegiatan asuransi 
terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris dan bangsa 
Eropa lainnya yang melakukan perdagangan dan usaha perkebunan 
di Indonesia, terutama untuk asuransi pengangkutan dan kebakaran. 
Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi yang pertama kali 
beroperasi adalah Semarang Sea yang berdiri Tahun 1816. 
Perusahaan-perusahaan seangkatannya adalah java sea, arjoeno, 
veritas dan mercurius. Asuransi jiwa nasional pertama adalah Bumi 
Putera 1912 di Magelang atas prakarsa seorang guru yang bernama 
M. Ng. Dwitjosewojo sebagai perusahaan asuransi yang berbentuk 
badan usaha bersama. Asuransi non jiwa yang pertama adalah NV 
indischeloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd 
Indonesia. Setelah perang dunia 2 usai, perusahaan-perusahaan 
asuransi belanda dan inggris kembali beroperasi di Indonesia 
dengan mendirikan suatu badan yang bernama Bataviasche 
verzeckering unie (bvu) yang merupakan suatu usaha asuransi 
kolektif. 

Setelah kemerdekaan RI, pemerintah melakukan nasionalisasi 
atas sejumlah perusahaan asuransi. Pada tahun 1972 umum 
internasional underwriter (uiu) dan bendasraya digabung menjadi 
asuransi jasa Indonesia. Untuk sektor asuransi jiwa, pemerintah 
melakukan nasionalisasi atas perusahaan asuransi jiwa yang berdiri 
pada tahun 1859 dengan nama nederlandsche indischeleverzekring en 
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lijvrente maatschappij  (NILLMIJ). Dalam upaya meningkatkan 
retensi asuransi dalam negeri,  

pada tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi 
professional swasta, maskapai reasuransi Indonesia (marein) yang 
disusul oleh pendirian PT reasuransi umum Indonesia (indore) yang 
merupakan perusahaan reasuransi milik pemerintah. 

Pencapaian penting lainnya dalam tonggak sejarah asuransi 
Indonesia sejak kemerdekaan RI antara lain adalah terlaksananya 
kongres asuransi nasional seluruh Indonesia (KANSI) pertama pada 
25-30 november 1956 di Bogor. Tujuan dari kongres tersebut adalah 
untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan 
sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, 
mengatasi sisa-sisa system perekonomian nasional, realisasi konkret 
dari pembatalan perjanjian meja bundar (KMB) dan peningkatan 
kesadaran berasuransi. Kongres tersebut antara lain melahirkan 
kesepakatan pendirian dewan asuransi Indonesia (selanjutnya 
disebut DAI) pada 1 februari 1957. 

Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi federasi asosiasi 
perasuransian Indonesia (FAPI) yang menaungi semua asosiasi 
perasuransian di Indonesia menyusul pendirian asosiasi asuransi 
umum Indonesia (AAUI) dan yang lainnya. Bisnis asuransi masuk ke 
Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada 
waktu itu disebut Nederlands Indie. Untuk menjamin kelangsungan 
usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan 
demikian usaha pera.suransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua 
kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman 
sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Pada waktu 
pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah 
tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan. Perusahaan-
perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman 
penjajahan itu adalah: Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh 
orang Belanda, Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor 
Cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, 
Inggris dan di negeri lainnya. 

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, 
perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada 
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kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan 
bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal 
oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi. Jenis asuransi 
yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih 
sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran 
dan pengangkutan. Asuransi kendaraan bermotor masih belum 
memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat 
sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing 
lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan 
asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya Perang Dunia II 
kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama 
karena ditutupnya perusahaanperusahaan asuransi milik Belanda 
dan Inggris. 

Abad ke 20 saat ini perusahaan asuransi tumbuh secara 
sporadis. Perjanjian asuransi melahirkan berbagai program yang 
secara pengaturan belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan 
pelaksanaan berbagai program asuransi tersebut. Asuransi tumbuh 
karena semakin banyak berbagai risiko yang dihadapi dalam 
berbagai aspek kehidupan. Asuransi selaku gejala hukum di 
Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang 
terlihat sekarang berasal dari hukum Barat. Pemerintah Belanda 
yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (rechfiguur) di 
Indonesia dengan cara mengundangkan Burgerlijk Wetrboek dan 
Wetboek Van Koophandel, dengan satu pengumuman pada 30 April 
1847, kedua kita ini mengatur asuransi sebagai perjanjian.130 Seiring 
dengan dominasi Inggris sebagai asal muasal asuransi modern dan 
negara-negara tertentu yang menganut Anglo Saxon dalam 
perkembangan industri asuransi secara internasional. Hal ini 
terutama dalam penyediaan kapasitas reasuransi dan sebagai 
sumber pengetahuan asuransi, perkembangan asuransi secara 
internasional, termasuk di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh 
pengertian dan prakti hukum serta preseden yang berasal dari 
negara-negara Anglo Saxon tersebut. 

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai 
sebuah bisnis untuk pertamakalinya lahir pada tahun 1992 dengan 
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 
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Usaha Perasuransian.132 Perasuransian semakin berkembang dalam 
praktik sehingga Undang No 2 tahun 1992 diganti dengan Undang-
Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Apakah undang-
undang ini sudah memberikan kepastian hukum kepada pemegang 
pois dan pelaku bisnis asuransi.15 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum. Op. Cit., hlm. 51. 
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BAB III 
ASURANSI SYARIAH 

 
 
 

A. KONSEP HUKUM ASURANSI SYARIAH  
        Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan “ta’min”, 

penaggung disebut dengan “muammin” sedangkan tertanggung 
disebut dengan “muamman lahu atau musta’min.” 

Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah 
satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di 
mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana 
yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai 
ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang 
diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua. 

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Asuransi atau 
pertanggungan adalah perjanjian atara dua pihak atau lebih, di mana 
pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan 
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jwab hukum kepda 
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan. 

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi 
adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu 
berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban 
memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika 
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terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan 
perjanjian yang dibuat. 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ 
X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta’min, takaful, tadhamun) 
adalah ysaha saling melindungi dan tolong menolong di antara 
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau 
tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko 
tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah). 

Hal ini identik dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 
18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar 
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan 
Prinsip Syariah pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 
asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-
menolong (ta’awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta 
melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru’) yang dikelola 
sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. 

Dari definisi asuransi syariah di atas dapat disimpulkan, bahwa 
asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu 
antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung 
membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai 
pengalihan resiko jika  

terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung, adapun 
premi yang dibayarkan akan di masukkan pada dana tabarru’ yaitu 
dana tolong-menolong antara semua peserta serta dana tabungan 
yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui 
investasi yang sesuai syariah. Sehingga inilah yang menjadikan 
perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi 
konvensional.16 

 
B. AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH  

Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-
menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain 
yang tengah mengalami kesulitan.17 Prinsip kedua dalam berasuransi 
adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang 
                                                           
16 Muhammad Ajib, Lc., M.A., Asuransi Syariah, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2019, hlm. 40. 
17 Ibid., hlm. 58. 
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Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-
menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain 
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16 Muhammad Ajib, Lc., M.A., Asuransi Syariah, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2019, hlm. 40. 
17 Ibid., hlm. 58. 

terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami 
sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara 
nasabah dan perusahaan asuransi. Di sisi lain keuntungan (profit) 
yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana 
nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. 
Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka 
realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada 
ketentuan tersebut. 

Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di 
dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad 
mudhârabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar‟i. Baik 
dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana 
ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar‟i yang 
bebas dari riba.18 

 
C. JENIS DAN INSTRUMEN ASURANSI SYARIAH 

Berdasarkan angka 8 dan 9 Pasal 1 Undang-Undang No. 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka dapat dirumuskan jenis 
asuransi syariah: Usaha Asuransi umum syariah adalah usaha 
pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling 
menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada 
peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang 
timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada 
pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis 
karena terjadinya peristiwa tidak pasti. 

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah Usaha pengelolaaan risiko 
berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi 
dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal 
atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau 
pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam 
perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan 
pada hasil pengelolaan dana.  

Sebagaimana yang diatur undang-undang perasuransian di 
atas bahwa usaha asuransi syariah terbagi usaha umum syariah dan 

                                                           
18 Ibid., hlm. 34. 
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asuransi jiwa syariah, hal ini sejalan dengan asuransi konvensional 
secara ilmu pengetahuan terbagi atas asuransi kerugian dan 
asuransi sejumlah uang, asuransi kerugian ini tergolong ke dalam 
jenis asuransi umum dan asuransi sejumlah uang adalah asuransi 
jiwa. Asuransi syariah disebut dengan istilah lain yaitu asuransi 
takaful. Asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu: 
1. Takaful Keluarga (Asuransi jiwa), adalah bentuk asuransi syariah 

yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah 
kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi 
takaful.Meliputi: takaful berencana,pembiayaan, pendidikan dana 
haji, berjangka, kecelakaan diri. 

2. Takaful Umum (Asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi 
syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam 
menghadapi bencana atau kecelakaan atas benda milik peserta 
takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Meliputi: takaful 
kendaraan bermotor, takaful kebakaran, kecelakaan diri, 
pengangkutan laut, rekayasa, dll. 

 
Dalam hal menginvestasikan dana, perusahaan asuransi akan 

memberikan pilihan instrumen investasi yang dapat diambil oleh 
peserta, antara lain: 
1. Cash flow merupakan investasi sebagian besar pada instrumen 

pasar uang syariah 
2. Fixed Income merupakan investasi sebagian besar dalam 

instrumen obligasi syariah 
3. Balance Fund merupakan investasi sebagian besar pada saham 

dan obligasi syariah 
4. Equity Fund merupakan investasi sebagian besar dalam saham 

yang sesuai dengan prinsip syariah 
         

Ruang lingkup usaha Perasuransian ini diatur dalam Pasal 2 
dan Pasal 3 Bab II UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat meyelenggarakan: 

a. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan 
dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan 
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asuransi jiwa syariah, hal ini sejalan dengan asuransi konvensional 
secara ilmu pengetahuan terbagi atas asuransi kerugian dan 
asuransi sejumlah uang, asuransi kerugian ini tergolong ke dalam 
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takaful. Asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu: 
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kendaraan bermotor, takaful kebakaran, kecelakaan diri, 
pengangkutan laut, rekayasa, dll. 

 
Dalam hal menginvestasikan dana, perusahaan asuransi akan 

memberikan pilihan instrumen investasi yang dapat diambil oleh 
peserta, antara lain: 
1. Cash flow merupakan investasi sebagian besar pada instrumen 

pasar uang syariah 
2. Fixed Income merupakan investasi sebagian besar dalam 

instrumen obligasi syariah 
3. Balance Fund merupakan investasi sebagian besar pada saham 

dan obligasi syariah 
4. Equity Fund merupakan investasi sebagian besar dalam saham 

yang sesuai dengan prinsip syariah 
         

Ruang lingkup usaha Perasuransian ini diatur dalam Pasal 2 
dan Pasal 3 Bab II UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat meyelenggarakan: 

a. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan 
dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan 

b. Usaha Reasuransi untuk risiko perusahaan umum lain. 
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha 

Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi 
kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. 

3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha 
reasuransi Pasal 3: 
a. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat 

menyelenggarakan: 
1. Usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi 

kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha 
asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah, dan 

2. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi 
umum syariah lain. 

b. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat 
menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini 
usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha 
asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah. 

c. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan 
usaha reasuransi syariah. 
Pada ruang lingkup penyelenggaraan usaha asuransi di atas 

dapat disimpulkan asuransi secara garis besar yaitu asuransi 
konvensional dan asuransi syariah yang masing-masing terdiri dari 
asuransi umum dan asuransi jiwa.19 

 
D.  PERBEDAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI 

SYARIAH  
Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah 

memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:Prinsip 
akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). Dimana 
nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah 
mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat 
tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan). 

 

                                                           
19 Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.Hum. Op. Cit., hlm. 88. 
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        Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi 
syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem 
bagi hasil (mudhârabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, 
investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem 
bunga. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik 
nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk 
mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi 
menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas 
penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 

Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran 
klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru’ (dana sosial) 
seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-
menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana 
pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. 
Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana 
dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. 
Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya 
menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak 
memperoleh apa-apa. 

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi 
syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan 
dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi 
supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam 
asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian. 
Loading pada asuransi kovensional cukup besar terutama untuk 
komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua (yang 
mengakibatkan terjadinya hangus) sedangkan pada asuransi syariah 
komisi agen tidak dibebankan kepada peserta tapi dana pemegang 
saham, sekalipun dari peserta diambil hanya 2-30% saja sehingga 
tiada ada hangus. 

Unsur premi pada asuransi konvensional menggunakan tabel 
mortality, bunga dan biaya-biaya asuransi. Sedangkan asuransi 
syariah menggunakan iuran atau kontribusi dari unsur tabarru’dan 
tabungan. Tabarru’ dihitung dari tabel mortality tanpa hitungan 
bunga. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa letak 
perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah 
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        Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi 
syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem 
bagi hasil (mudhârabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, 
investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem 
bunga. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik 
nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk 
mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi 
menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas 
penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 

Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran 
klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru’ (dana sosial) 
seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-
menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana 
pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. 
Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana 
dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. 
Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya 
menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak 
memperoleh apa-apa. 

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi 
syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan 
dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi 
supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam 
asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian. 
Loading pada asuransi kovensional cukup besar terutama untuk 
komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua (yang 
mengakibatkan terjadinya hangus) sedangkan pada asuransi syariah 
komisi agen tidak dibebankan kepada peserta tapi dana pemegang 
saham, sekalipun dari peserta diambil hanya 2-30% saja sehingga 
tiada ada hangus. 

Unsur premi pada asuransi konvensional menggunakan tabel 
mortality, bunga dan biaya-biaya asuransi. Sedangkan asuransi 
syariah menggunakan iuran atau kontribusi dari unsur tabarru’dan 
tabungan. Tabarru’ dihitung dari tabel mortality tanpa hitungan 
bunga. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa letak 
perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah 

bagaimana resiko itu dikelola dan ditanggung. Dalam pengelolaan 
dan penanggung resiko, asurasni syaraiah tidak memperbolehkan 
adanya gharar dan maisir, Dalam investasi atau manajemen dana 
tidak diperkenankan adanya riba. Ketiga larangan ini, gharar, maisir 
dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi 
syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi 
konvensional.20 
 
E. PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH  
 Sebelum Masehi 

Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander 
The Great (356-323 BC), seorang pembantunya bernama Antimenes 
memerlukan uang guna membiayai pemerintahannya pada waktu 
itu. Untuk mendapatkan uang Antimenes mengumumkan kepada 
para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak budaknya 
lalu membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Sebagai 
imbalannya, Antimenes menjanjikan kepada mereka jika ada budak 
yang melarikan diri, dia akan memerintahkan supaya budak itu 
ditangkap. Sebaliknya, jika budak tidak ditangkap, pemilik budak 
akan diberikan sejumlah uang sebagai gantinya. Apabila ditelaah, 
uang yang diterima oleh Antimenes dari pemilik budak adalah 
semacam premi yang diterima dari tertanggung, sedangkan 
kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang melarikan 
diri atau membayar ganti kerugian karena budak yang hilang 
merupakan semacam risiko yang dipikul oleh penanggung. 
Perjanjian ini mirip dengan asuransi kerugian. Demikian kesimpulan 
yang dapat diambil dari uraian Scheltema dalam bukunya berjudul 
Verzekeringsrecht.  

Selanjutnya. Scheltema menjelaskan bahwa pada zaman 
Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada 
Pemerintah Kota Praja, dengan janji bahwa pemilik uang tersebut 
diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya, bahkan ada pula yang 
setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan. Perjanjian ini mirip 

                                                           
20 Muhammad Ajib, Lc.,M.A., Op. Cit., hlm. 58. 
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dengan asuransi jiwa. Bedanya hanya pada pembayaran premi dan 
santunan. 

Perjanjian seperti ini terus berkembang, pada waktu itu 
dibentuk semacam perkumpulan (collegium). Setiap anggota 
perkumpulan harus membayar uang pangkal dan uang iuran 
bulanan. Apabila ada anggota perkumpulan yang meninggal dunia, 
perkumpulan memberikan bantuan biaya penguburan yang 
disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila ada anggota 
perkumpulan yang pindah ke tempat lain, perkumpulan memberikan 
bantuan biaya perjalanan. Dari beberapa hal tersebut dapat 
dipahami bahwa perjanjian perjanjian tersebut merupakan peristiwa 
hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian dan 
asuransi jumlah. 

 
 Abad Pertengahan  

Peristiwa-peristiwa hukum terus berkembang pada abad 
pertengahan di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi 
sejenis membentuk 1 (satu) perkumpulan yang disebut gilde. 
Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya 
dengan janji apabila ada anggota yang mengalami kebakaran rumah, 
gilde akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana gilde 
yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini mirip dengan 
asuransi kebakaran. Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut 
berkembang di Denmark. Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya 
sampai pada abad ke-12. Pada abad ke-13 dan ke-14 perdagangan 
melalui laut mulai berkembang pesat. Akan tetapi, tidak sedikit 
bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui 
laut. Keadaan ini mulai dipikirkan oleh para pedagang waktu itu. 
Mereka kemudian mencari upaya untuk mengatasi kemungkinan 
kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan 
asuransi kerugian laut. 

 
 Sesudah Abad Pertengahan  

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi 
kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat di negara-
negara Eropa Barat. Pada waktu pembentukan Code de Commerce 
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Prancis awal abad ke-19 asuransi laut dimasukkan alam modifikasi. 
Pada waktu pembentukan Wotboek van Koophandel Nederland, di 
samping asuransi laut dimasukkan juga asuransi kebakaran, asuransi 
hasil panen, dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut 
diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi Laut (Marine 
Insurance Act) yang dibentuk pada tahun 1906. 

 
 Abad Ilmu dan Teknologi  

 Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan 
ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan per kapita 
masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan 
makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman 
bahaya. Karena pendapatan masyarakat meningkat. Dengan 
demikian, usaha perasuransian juga berkembang. Kini banyak sekali 
jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi 
asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial yang diatur 
dalam berbagai undang-undang. Khusus mengenai asuransi sosial 
bukan didasarkan pada perjanjian, melainkan diatur dengan undang-
undang sebagai asuransi wajib (compulsory insurance).21 
 
 F. DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH  

 Secara umum dasar hukum atau pengaturan operasional 
Asuransi Syariah sebagaimana perbankan syariah didasarkan pada 
dua kategori sumber hukum, yaitu hukum Islam dan Hukum Positif. 
Berikut akan diuraikan masing-masing kategori tersebut: 
a) Hukum Islam 

        Sumber hukum dalam Islam yang utama dan disepakati 
ulama ada empat, yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam 
kaitan operasional asuransi syariah ini tentu saja tidak ada ayat al-
Qur’an dan al- Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga 
keuangan asuransi, demikian juga ketentuan Ijma’ dan Qiyas tidak 
ditemukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan. Hanya 
saja sumber al- Qur’an dan as- Sunnah ditemukan prinsip-prinsip 

                                                           
21 Dr. Agoes Parera, S.E., S.H., M.M., M.H., AAIJ., CFP, Hukum Asuransi Di Indonesia, PT KANISIUS, 
Yogyakarta, 2019, hlm. 17. 
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umum yang berkaitan dengan operasional asuransi syariah. Al-
Qur’an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang 
menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. 
Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara 
nyata dalam Al-Qur’an. 

        Walaupun begitu al-Qur’an masih mengakomodir ayat-
ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam 
praktek asuransi, seperrti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, 
atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa 
kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut di antaranya dalam 
QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

                                  

                              

                         

                                

        

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) 
bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan 
kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu 
berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena 
mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu 
berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 
Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." 
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2). 
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berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 
Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." 
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2). 

Ayat di atas memuat kata perintah (amr) yaitu tolong 
menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat 
dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan 
dananya agar digunakan sebagai dana tabarru’ yang berbentuk 
rekening tabarru’ yang berfungsi untuk menolong salah satu 
anggota yang sedang mengalami musibah. Selain dasar hukum al-
Qur’an dan al-Sunnah untuk pengaturan Asuransi Syariah saat ini 
merujuk pada Ftawa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-
perundangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini 
tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. 
Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI memang tidak merupakan 
produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut beberapa 
fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia: 
 Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syari’ah. 
 Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad 

Mudhârabah Musytarakah. 
 Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad 

Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. 
 Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi 

al-ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah. 
 Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru’ pada 

Asuransi Syari’ah. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari’ah 

tidak dapat bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah. Sehingga 
dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada Al-Qur’an dan as-
Sunnah. Selain al-Qur’an dan as-Sunnah di Indonesia merujuk pada 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana 
merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal 
dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Begitupula 
Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk 
oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan 
dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. 
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b) Hukum Positif  
Selain bersumber dari hukum Islam, operasional asuransi 

syariah didasarkan pada hukum positif yang saat ini berlaku di 
Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 

Mengingat asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur 
secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknisi 
operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi 
berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga 
Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan 
Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri 
Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK. 06/2003 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK. 
06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK. 06/2003 tentang 
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi. 

Landasan hukum positif di atas tidak dapat dijadikan landasan 
hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur 
keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak 
mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya 
kegiatan administrasinya. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki 
kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan termasuk 
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun 
dirasakan belum memberi kepastian hukum lebih kuat. Peraturan 
tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan di atas pada tahun 
2000 dan 2003.22 
 
 
 
 

                                                           
22 Muhammad Ajib, Lc., M.A. Op. Cit.,  hlm. 42. 
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22 Muhammad Ajib, Lc., M.A. Op. Cit.,  hlm. 42. 

G. MEKANISME PENGELOLAAN DANA ASURANSI SYARIAH  
Pengelolaaan asuransi di Indonesia didasarkan pada konsep 

whak, yakni kontrak antara dua belah pihak yang terlibat, yang 
dalam konteks ini adalah peserta asuransi dan perusahaan asuransi. 
Berdasarkan konsep ini, di Indonesia lalur dua cara pengelolaan 
asuransi syariah, yakni pengelolaan dana yang memiliki unsur 
tabungan (saving) dan tidak memiliki unsur tabungan (non saving). 
Mekanismenya, dalam setiap premi yang dibayarkan akan masuk 
kedalam dua rekening vakni rekening tabungan dan tabarru" (sosial) 
Status kepemilikan dana yang terdapat di rekening tabungan adalah 
milik peserta sendiri, sementara itu, dana yang ada di rekening 
tabarru’. 

Memang diniatkan menjadi dana sostal yang digunakan untuk 
tolong menolong. Selain itu, dana ini juga bisa digunakan jika 
sewaktu waktu ada peserta meninggal atau kontrak transaksi telah 
habis dengan catatan ada surplus dana. Jika perjanjian belum 
berakhir maka dana tabarru" tidak bisa diambil. Dana peserta yang 
telah dikumpulkan, kemudian diinvestasikan sesuai dengan kaidah 
dan syariat Islam. Adapun keuntungan dapat dikatakan bersih jika 
telah dikurangi beban asuransi, kemudian dibagi antara kedua belah 
pihak dengan menggunakan metode mudharabah dalam 
perbandingan yang statis berlandaskan kesepakatan kerja antara 
perusahaan dengan peserta asuransi.23 

 
H. PENGELOLAAN DANA BUKAN UNSUR TABUNGAN (TABARRU’) 

Dana tabarru’ dari kata dana dan tabarru’. Dalam kamus 
Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau 
sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, 
pemberian dan hadiah. Tabarru’ bermaksud memberikan dana 
kebajikan secara ikhlas utnuk tujuan saling membantu satu sama lain 
sesama peserta asuransi syariah, ketika di antara mereka ada yang 
mendapat musibah. Menurut fatwa DSN MUI No. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang akad tabarru’, pada asuransi dan reasuransi 
syariah, bahwa akad tabarru’ pada asuransi syariah dan reasuransi 
                                                           
23 Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.,H., M.Kn, Ph.D, PENGANTAR HUKUM ASURANSI INDONESIA, 
Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 130. 
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adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah 
dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan 
tujuan komersial. 

Dalam akad tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan tersebut 
tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. 
Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah bukan manusia. Dari 
pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa dana tabarru’ dalam 
asuransi syariah adalah dana kebajikan yang diberikan oleh semua 
peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong jika peserta lain 
mendapat musibah. Dan dana tabarru’ adalah dana yang disediakan 
untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada orang yang 
ditunjuk sesuai kesepakatan di awal polis atau dengan kata lain ahli 
waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia 
atau mengalami musibah lainnya. 

Dalam dana tabarru’ tidak mengandung unsur tabungan atau 
no saving. Karena tujuan dari akad tabarru’murni utnuk tolong-
menolong, maka dana ini tidak bisa dirubah menjadi dana tijârah. 
Dana tabarru’ tidak bisa digunakan untuk biaya operasional 
perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahan. 
karena dana tabarru’ boleh digunaan untuk membantu siapa saja 
yang mendapat musibah. Tetap dalam bisnis asurasi syariah, karena 
melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada 
peserta asuransi syariah saja. Dengan kata lain, kumpulan dana 
tabarru’ hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta 
yang mendapat musibah. Sekiranya dana tabarru’ tersebut 
digunakan untuk kepentingan lain ini berarti melanggar syarat akad. 

Secara kolektif, peserta merupakan penanggung. Setiap 
peserta memberikan dana tabarru’ kemudian dikumpulkan menjadi 
satu akun yang terpisah dari dana-dana lain yang terdapat pada 
asuransi syariah. Dari dana tabarru’ yang dikumpulkan setiap 
peserta asuransi syariah dapat menunjukkan bahwa setiap peserta 
merupakan penanggung dari peserta lain yang terkena musibah. 
Bentuk pertanggungannya adalah dengan memberikan dana tabarru’ 
yang berfungsi untuk membantu peserta lain. Dana tabarru’ yang 
telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar wakalah. 
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Dana tabarru’ tidak bisa digunakan untuk biaya operasional 
perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahan. 
karena dana tabarru’ boleh digunaan untuk membantu siapa saja 
yang mendapat musibah. Tetap dalam bisnis asurasi syariah, karena 
melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada 
peserta asuransi syariah saja. Dengan kata lain, kumpulan dana 
tabarru’ hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta 
yang mendapat musibah. Sekiranya dana tabarru’ tersebut 
digunakan untuk kepentingan lain ini berarti melanggar syarat akad. 

Secara kolektif, peserta merupakan penanggung. Setiap 
peserta memberikan dana tabarru’ kemudian dikumpulkan menjadi 
satu akun yang terpisah dari dana-dana lain yang terdapat pada 
asuransi syariah. Dari dana tabarru’ yang dikumpulkan setiap 
peserta asuransi syariah dapat menunjukkan bahwa setiap peserta 
merupakan penanggung dari peserta lain yang terkena musibah. 
Bentuk pertanggungannya adalah dengan memberikan dana tabarru’ 
yang berfungsi untuk membantu peserta lain. Dana tabarru’ yang 
telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar wakalah. 

Perusahaan menginvestasikan kumpulan dana tabarru’ tersebut agar 
dana tabarru’ lebih produktif. 

Meskipun tabarru’ merupakan suatu transaksi nirlaba (non-
profit), perusahaan pengelola merupakan lembaga profesional yang 
profit oriented sehingga dana tabarru’ diinvestasikan dan 
keuntungannya dapat dibagi antara perusahan dan peserta. Namun, 
hasil investasi dana tabarru’ tersebut sebenarnya murni hak peserta, 
sementara perusahan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari 
dana investarsi dana tabarru’ melalui akad mudhârabah atau akad 
mudhârabah musyârakah. Perusahaan juga bisa mendapatkan 
keuntungan dengan akad lain. yaitu wakalah bi al-ujrah yang mana 
perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa mendapatkan ujrah atau 
fee melalui akad tersebut. Dari hasil investasi kumpulan dana 
tabarru’ bisa lebih menguntungkan karena akan membuat dana 
tabarru’ ada pada posisi surplus underwriting. Menurut fatwa DSN, 
jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh 
dilakukan beberapa alternatif, yaitu: 
 Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun tabarru’ 
 Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya 

kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau 
manajemen resiko 

 Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian 
lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang 
disepakati oleh peserta lain. 

 
        Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, 

namun hal ini harus sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. 
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian 
antara peserta dengan pengelola asuransi syariah. Namun, dalam 
akun tabarru’ tidak selalu terjadi surplus underwriting, bisa jadi akun 
tersebut mengalami defisit underwriting sering kali terjadi ketika 
banyaknya pengajuan klaim, sementara cadangan tabarru’ dalam 
akun jumlahnya sedikit. Fatwa DSN mengenai tabarru’ mengatur 
defisit underwriting pada bagian keenam. 

Menurut peraturan tersebut, apabila terjadi underwriting atas 
dana tabarru’ (defisit), maka perusahaan wajib menanggulangi 
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kekurangan tersebut dalam bentuk qardh. Pengemblian qardh 
kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’. Dari 
pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya akad 
tabarru’ ini yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional. 
Dana yang diperuntukkan untuk kebajikan terhadap sesama peserta 
digunakan ketika peserta lain mengalami musibah melalui 
pembayaran klaim dari dana tabarru’.  

Dana tabarru’ telah diatur oleh fatwa DSN MUI No. 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ yang didalamnya memcangkup 
tentang dana tabarru’ yang mengalami surplus underwriting dan 
defisit underwriting. Adapun jika terjadi perselisihan pada para 
pihak, langkah awal yang harus dtempuh dalam menyelesaikan 
adalah melalui musyawarah. Badan Arbitrase Nasional menjadi 
alternatif penyelesaian sengketa terakhir setelah tidak ditemukan 
kesepakatan pada tahap musyawarah.24 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
24 Muhammad Ajib, Lc., M.A., Op. Cit., hlm. 61. 
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BAB IV 
KONTRAK POLIS 

 
 

A. KONTRAK POLIS ASURANSI SYARIAH  
POJK Nomor 23/POJK.5/2015 tentang Produk Asuransi dan 

Pemasaran Produk Asuransi pada Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa 
Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang 
dapat : 
1. Menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang 

ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, 
tertanggung, atau /peserta,dan / atau 

2. Mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta 
mengurus haknya. 

 
Pada Pasal 11 POJK Nomor 23/POJK.5/2015, polis harus 

memuat  ketentuan paling sedikit mengenai: 
a. Saat berlakunya pertanggungan 
b. Uraian manfaat yang diperjanjikan 
c. Cara pembayaran premi atau kontribusi 
d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi atau 

kontribusi dan manfaat yang dikaitkan dengan mata uang 
rupiah 

e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang 
asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat 
dikaitkan dengan mata uang rupiah 

f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi 
atau kontribusi 
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g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran 
premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang 
disepakati 

h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang 
keabsahan kontrak asuransi pada produk asuransi jangka 
panjang 

i. Tabel nilai uang, bagi poduk asuransi yang dipasarkan oleh 
perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai 

j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi 
produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa 
yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis 

k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan 
maupun dari pemegang polis, tertanggung atau peserta, 
termasuk syarat dan penyebabnya 

l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti 
pendukung yang relevan dan yang diperlukan dalam pengajuan 
klaim 

m. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim 
n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat 

mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar 
pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian 
perselisihan 

o. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau 
beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam dua 
bahasa atau lebih25 

 
B. KONTRAK POLIS ASURANSI KONVENSIONAL  

Kontrak polis asuransi berbasis investasi konvensional dapat 
dianalisa dengan kontrak polis prudential. Pada ringkasan polis 
Prudential ini disebutkan bahwa persentase porsi investasi berkala 
berdasarkan tahun pembayaran premi berkala pada tahun pertama 
0%, pada tahun kedua 40% pada tahun 3-5 85 % dan tahun ke 6 
samapt seterusnya 100 %. Sedangkan Persentase biaya akuisisi 
adalah tahun pertama 100%, tahun 2 sebesar 60%, tahun ke3 dan 4 

                                                           
25 Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H., Op. Cit., hlm. 113 



HUKUM ASURANSI 53

g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran 
premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang 
disepakati 

h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang 
keabsahan kontrak asuransi pada produk asuransi jangka 
panjang 

i. Tabel nilai uang, bagi poduk asuransi yang dipasarkan oleh 
perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai 

j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi 
produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa 
yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis 

k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan 
maupun dari pemegang polis, tertanggung atau peserta, 
termasuk syarat dan penyebabnya 

l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti 
pendukung yang relevan dan yang diperlukan dalam pengajuan 
klaim 

m. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim 
n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat 

mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar 
pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian 
perselisihan 

o. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau 
beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam dua 
bahasa atau lebih25 

 
B. KONTRAK POLIS ASURANSI KONVENSIONAL  

Kontrak polis asuransi berbasis investasi konvensional dapat 
dianalisa dengan kontrak polis prudential. Pada ringkasan polis 
Prudential ini disebutkan bahwa persentase porsi investasi berkala 
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25 Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H., Op. Cit., hlm. 113 

sebesar 15 % dan tahun ke 6 adalah 0%. Pada Ketentuan Umum Polis 
Asuransi Prudential Link di uraikan bahwa biaya akuisisi di atas 
tercantum dalam ringkasan polis. Sedangkan biaya asuransi 
tergantung dari : 
a. Besarnya uang pertanggungan asuransi dasar dan asuransi 

tambahan, jika ada 
b. Usia tertanggung dari waktu ke waktu 
c. Jenis kelamin tertanggung 
d. Merokok atau tidaknya tertanggung 

 
Metode pengenaan biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya top up 

dan biaya administrasi diuraikan dalam ketentuan umum angka 11.2, 
biaya akuisisi dikenakan atas premi berkala sampai dengan akhir tahun 
ke-5 (lima) pembayaran premi berkala (yang besarnya untuk tahun 
pembayaran premi berkala tercantum padaa ringkasan polis) dengan 
memotong jumlah yang bersangkutan dari premi berkala yang 
dibayarkan. Dalam hal terjadi kenaikan premi berkala yang dibayarkan 
oleh pemegang polis, maka besarnya kenaikan premi berkala tersebut 
(selisish antara premi berkala yang baru dengan premi berkala yang 
lama) akan dikenakan biaya akuisisi hingga akhir tahun ke -5 (lima) 
semenjak adanya kenaikan premi berkaala tersebut. 

Biaya asuransi dan biaya administrasi (selain biaya 
administrasi sehubungan dengan premi top up tunggal) berkaitan 
dengan premi berkala dikenakan setiap bulan sejak tanggal 
pembayaran premi pertama. Biaya asuransi dan biaya administasi 
berkaitan dengan premi berkala dikenakan setiap bulan sejak 
tanggal pembayan premi pertama. Kontrak polis asuransi ini di 
dalam ketentuan khusus tidak ada penguraian tentang jumlah 
persentase biaya-biaya secara jelas, hal ini sangat berbeda dengan 
kontrak polis sebelumnya yakni kontrak polis asuransi unitlink 
syariah Allianz. Begitu juga terhada rincian investasi pada asuransi 
syariah sangat jelas berapa porsentasenya dan untuk 6 (enam) tahun 
ke atas lebih dari 100% di tempatkan pada dana investasi pemegang 
polis.26 

                                                           
26 Ibid., hlm. 123. 
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BAB V 
ASURANSI JIWA 

 
 

A. PENGERTIAN ASURANSI JIWA 
Pengertian asuransi jiwa dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1992 cukup jelas, bahkan telah diperluas lagi penjelasannya 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Namun, apabila 
dilihat berdasarkanPasal 246 KUHD tidak tampak jelas bahkan tidak 
ada pengertian tentang asuransi jiwa. Tidak ada satu pasal pun 
(kecuali dalam Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD) yang secara terpisah 
menjelaskan jiwa sebagai objek. 
 
1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dirumuskan 
definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan 
rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan 
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992: "Asuransi 
atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau 
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketigayang mungkin akan diderita tertanggung, 
yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan 
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan. Ketentuan Pasal 1 angka (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis 
asuransi, yaitu: 
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Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992: "Asuransi 
atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau 
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketigayang mungkin akan diderita tertanggung, 
yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis 
asuransi, yaitu: 

a. Asuransi kerugian (loss insurance), dapat diketahui dari rumusan: 
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena 
kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 
yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. 

b. Asuransi jumlah (sum insurance), yang meliputi asuransi jiwa dan 
asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan: "untuk 
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal 
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” 

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, fokus pembahasan 
diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Apabila rumusan Pasal 1 
angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit hanya 
melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusannya adalah: 

"Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, 
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu 
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang diasuransikan." 

 
2. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

Dalam KUHD asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab X Pasal 
302-Pasal 308 KUHD, jadi hanya 7 (tujuh) pasal. Akan tetapi, tidak 1 
(satu) pasal pun yang memuat rumusan definisi asuransi jiwa. 
Dengan demikian, sudah tepat jika definisi asuransi dalam Pasal 1 
angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dijadikan titik tolak 
pembahasan. Hal ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 302 dan 
Pasal 303 KUHD yang membolehkan orang mengasuransikan 
jiwanya. Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD: Jiwa seseorang dapat 
diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik 
untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam 
perjanjian. 

Selanjutnya, dalam Pasal 303 KUHD ditentukan: "Orang yang 
berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa 
diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu." 
Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat 
mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan 



HUKUM ASURANSI56

untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan 
selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan 
dalam perjanjian.27 

 
B. JENIS-JENIS ASURANSI JIWA 

Asuransi jiwa memiliki bermacam- macam jenis,dimana 
masing- masing jenis memiliki manfaaat berbeda . jenis- jenis 
asuransi jiwa tersebut  bertujuan untuk melayani berbagai macam 
kebutuhan, kemampuan, dan daya beli masyarakat. 
a. Undang- undang perasuransian tidak menjelaskan adanya 

pembagian atau jenis- jenis asuransi jiwa . ketentuan demikian 
hanya bisa dijumpai dalam kodifikasi kita Undang- Undang 
Hukum dagang (KUHD). Pasal 302 KUHD memperkenalkan 
adanya 2 jenis asuransi jiwa, yaitu: 
 Asuransi jiwa selama hidup 
 Asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang 

ditetapkan. 
Untuk memahami lebih lanjut pasal dimaksud dibawah ini dikutip 
secara lengkap bunyi pasal 302 KUHD sebagai berikut : “ jiwa 
seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, 
dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk 
seuatu waktu yang ditetapakan dalam perjanjian”. 

 
b. Menurut bentuk polisnya, asuransi jiwa dibedakan atas 

 Individual life insurance, yaitu jenis asuransi jiwa yang 
diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari 
satu orang tertanggung , baik dengan atau tanpa pemeriksaan 
dokter. 

 Group life insurance /asuransi jiwa kolektif . yaitu jenis 
asuransi jiwa yang diadakan untuk menutup risiko bagi banyak 
orang (satu polis untuk satu kelompok tertanggung). Jenis 
asuransi jiwa kolektif ini dibedakan lagi menjadi dua , yaitu: 
- Contributory, artinya premi auransi tersebut ditanggung 

bersama antara karyawan dan perusahaan) 

                                                           
27 Dr. Agoes Parera, S.E., S.H., M.M., M.H., AAIJ., CFP, Op. Cit., hlm. 123. 
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 Individual life insurance, yaitu jenis asuransi jiwa yang 
diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari 
satu orang tertanggung , baik dengan atau tanpa pemeriksaan 
dokter. 

 Group life insurance /asuransi jiwa kolektif . yaitu jenis 
asuransi jiwa yang diadakan untuk menutup risiko bagi banyak 
orang (satu polis untuk satu kelompok tertanggung). Jenis 
asuransi jiwa kolektif ini dibedakan lagi menjadi dua , yaitu: 
- Contributory, artinya premi auransi tersebut ditanggung 

bersama antara karyawan dan perusahaan) 

                                                           
27 Dr. Agoes Parera, S.E., S.H., M.M., M.H., AAIJ., CFP, Op. Cit., hlm. 123. 

- Non contributory, artinya premi asuransi sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab dari pengambil asuransi 
(perusahaan atau majikan) 
 

c. Menurut tujuan penggunaan uang asuransinya, asuransi jiwa 
dibedakan lagi atas: 
 Asuransi beasiswa, yaitu jenis asuransi jiwa yang mana tujuan 

penupan asuransinya adalah untuk menyediakan dana atau 
biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak tersebut 
memerlukannya 

 Asuransi tabungan naik haji, yaitu asuransi jiwa yang diberikan 
bagi penabung khusus untuk keperluan menunaikan ibadah 
haji bagi penabungnya atau penikmatnya. Pada dasranya ini 
adalah sejenis tabungan yang memberikan tambahan faedah 
berupa asuransi jiwa bagi pemilik tabungan haji 

 Asuransi jiwa kredit, maksud dari asuransi ini, yaitu untuk 
melindungi ahli waris dan kreditor terhadap risiko kematian 
atau pengangsur, maka kesulitan pelunasan tersebut akan 
dikurangi , karena uang santunan asuransi jiwa akan cukup 
membayar sisa utang yang belum dibayar 

 Asuransi dana pensiun bagi karyawan, yaitu asuransi yang 
diberikan oleh suatu perusahaan non pemerintah guna 
jaminan haritua atau pensiun bagi para karyawannya 

 Asuransi jiwa unit- link, yaitu asuransi jiwa yang memberikan 
tidak hanya semata – mata proteksi atau perlindungan jiwa 
dari tertanggungnya tetapi juga manfaat investasi atas premi 
yang dibayar oleh tertanggung. Dengan kata lain, suatu 
gabungan antara investasi dan asuransi jiwa.28 

 
 

 

 

                                                           
28 Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H., Op. Cit., hlm. 143. 
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C.  TUJUAN ASURANSI JIWA 
Tujuan Asuransi Jiwa Karena asuransi jiwa yang bersifat khusus 
ditinjau dari berbagai sudut     pandang yaitu: 
 
 Dari segi masyarakat  

Menentramkan kepala keluarga, dalam arti memberikan 
jaminan penghasilan dalam bentuk jaminan penghasilan bagi istri 
dan anak- anaknya atau jaminan pendidikan khusus bagi putra- 
putrinya, apabila seorang ayah mengalami resiko kematian tiba- 
tiba, asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung . 
tujuan untuk menabung ini penting sekali mengingat rendahnya 
pendapatan per kaputa masyarakat, sebagai sumber penghasilan. 
Dengan polis tersebut, yang bersangkutan (terntanggung) akan 
mendapatkan penghasilan setiap bulan hingga ia meninggak dunia 
atau mencapai usia tertentu, sebagaimana waktu yang diperjanjikan. 

 
 Dari segi pemerintah 

Pemerintah memiliki kepentingan dan tanggung jawab 
didalam menyejahterakan warga negaranya. Bila setiap warga 
negara memiliki asuransi juwa, maka beban pemerintah akan 
berkurang. Tujuan dalam rangka mengurangi beban pemerintah ini 
tentu saja sangat berkaian dengan tingkat kesadaran masyarakat 
dalam berasuransi. Makin tinggi kesadaran masyarakatnya, makin 
berkurang beban pemerntah untuk hal itu. Sayangnya, kesadaran 
berasuransi jiwa di indonesia saat ini masih tergolong rendah. 
Keinginan pemerintahan untuk mencapai tujuan diatas dibuktikan 
dengan peran pemerintah didalam mendirikan asuransi jiwa bumi 
putra 1912.29 

 
D. KEPENTINGAN DALAM ASURANSI JIWA 

Kepentingan dari seseorang atas hidupnya sendiri. Seseorang 
dapat mempertanggungkan jiwanya sendiri sampai pada jumlah 
tertentu, menurut kemauan dan kemampuannya sendiri untuk 
kepentingan orang lain. Ini dapat terjadi walaupun sekiranya orang 

                                                           
29 Ibid., hlm. 145. 
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lain itu tidak mempunyai kepentingan yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas diri orang yaang dipertanggungkannya 
itu, kepentingan berdasarkan hubungan keluarga .  

Dengan kata lain, kepentimgan itu timbul dari rasa cinta atau 
kasih sayang /pehatian. Seperti hubungan keluarga karena darah 
atau perkawinan, kepentingan yang ditimbulkan berdasarkan pada 
kebutuhan ekonomi atau finansial bisa terjadi pada sesoran atas 
kematian atau hidupnya orang lain, misalnya dalam hubungan antara 
kakak dan adik yang dibesarkannya, atau paman dengan 
keponakannya. Kemudian , bisa juga terjadi dalam hubungan antara 
kreditor dan debitur, seperti anatar bank sebagai pemberi kredit 
pemilikan rumah (KPR) dengan nasabahnya (konsumen). Bank 
biasanya akan membebani debitur untuk menutup polis asuransi 
jiwa demi kepentingan bank, sehingga bank tidak akan dirugikan bila 
dalam masa perjnjian debitur meninggal dunia.30 
  

                                                           
30 Ibid., hlm. 147. 
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BAB VI 
AKTUALISASI ASURANSI SYARIAH  

DI ERA MODERN 
 
 
A. ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA 

Berkembangnya akad syari’ah di Indonesia telah memberikan 
titik terang bagi ummat Islam menuju sistem ekonomi berbasiskan 
syari’ah. Usaha di bidang asuransi syari’ah salah satunya sangat 
menjanjikan masyarakat untuk terlibat di dalamnya dikarenakan 
kentalnya prinsip saling tolong-menolong (tawa’un). Sekecil apa pun 
upaya pengembangan industri asuransi syariah di negeri ini patut 
kita berikan apresiasi dan dukungan penuh ke depannya demi 
terwujudnya karakter pribadi masyarakat yang menjalankan 
perekonomian berlandaskan prinsip syari’ah. Meskipun awalnya, 
memang sedikit sekali minat untuk mendirikan perusahaan asuransi 
khas Islami, dibandingkan dengan pendirian bank-bank Islam, 
walaupun akhir-akhir ini sudah berubah.31 Sekalipun dasawarsa 
terakhir ini jumlah perusahaan perbankan Islam se- makin 
bertambah, namun pendirian asuransi di sebagaian besar negara-
negara Islam masih merupakan gejala baru.32 Di dunia Barat maupun 
Islam kebutuhan perusahaan asuransi modern adalah besar dan 
kompleks.  

Dengan pesatnya perkembangan perusahaan asuransi di 
Indonesia baik konvensional maupun syari’ah, menunjukan besarnya 
minat masya- rakat terhadap jasa produk asuransi. Asuransi syariah 

                                                           
31 Radney Wilson, Islamic Business Theory and Practice, alih bahasa J.T. Salim, (Jakarta: PT. 

Intermasa, 1988), h. 96 
32 Radney Wilson, Islamic Business ..., h. 97 
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31 Radney Wilson, Islamic Business Theory and Practice, alih bahasa J.T. Salim, (Jakarta: PT. 

Intermasa, 1988), h. 96 
32 Radney Wilson, Islamic Business ..., h. 97 

kehadirannya dinantikan oleh ummat Islam untuk menjawab 
kebutuhan mereka akan lembaga asuransi yang aman dan sesuai 
syari’ah. Meskipun asuransi pernah dan masih menjadi suatu 
perdebatan (pro-kontra) status hukumnya menurut syara’, tetapi 
secara de facto, umat Islam membutuhkan asuransi bebas dari 
praktik riba, gharar dan maisir.  

Asuransi syari’ah berbeda dengan asuransi konvensional, 
karena asuransi syari’ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling 
menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan 
menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan, tidak menggunakan 
pengalihan risiko (risk tranfer) di mana tertanggung harus 
membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk 
sharing) di mana para peserta saling menanggung. Karena 
konsepnya masing-masing beda tentu akan mempengaruhi tata cara 
operasional yang akan dilaksanakan satu dengan yang lainnya.  

Oleh sebab itu, asuransi hakikatnya me- rupakan jaminan atas 
terjadinya suatu risiko dengan uang yang diberikan kepada orang 
yang bersangkutan atau yang lain, atau dengan ganti rugi, apabila 
kejadiannya berupa barang yang dia hilangan sendiri, atau rusak, 
dan bukannya jaminan bagi jiwanya atau hak miliknya.33 Inilah fakta 
tentang asuransi, dengan me- neliti secara mendalam sebenarnya 
nampak bahwa asuransi tersebut bathil jika dilihat dari dua segi:4 
Pertama, asuransi adalah transaksi (akad), merupakan kesepakatan 
dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul antara kedua 
orang tersebut dengan syarat-syarat tertentu.  

Agar transaski sah menurut syara’, maka syarat transaksi 
menurut syara’ harus terpenuhi. Syarat transaksi itu harus terjadi 
pada barang atau jasa. Sementara asuransi terjadi pada suatu janji 
atau jaminan pertanggungan (probabilitas). Kedua, adanya jaminan 
(dhaman) pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang 
dijamin dalam menunaikan suatu hak. 

 
 
 

                                                           
33 Taqyudidin An Nabhani, Al-Nizham al-Iqtishadi fi al- Islam, alih bahasa Moh. Maghfur 

Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 192. 
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B. Perbedaan Asuransi  Syariah dan Konvensional  
Pesatnya perkembangan industri asuransi syari’ah karena 

memiliki banyak keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan 
dengan asuransi kon- vensional. Asuransi syari’ah tentu ada 
perbedaan mendasar dengan jenis asuransi konvensional yang 
bertujuan agar masyarakat atau perusahaan lebih aman dari risiko 
kerugian yang mungkin timbul. Sebagai alat penabung (saving) yang 
aman dari gejolak ekonomi. Untuk itu ummat Islam harus dapat 
membedakannya antara lain:  
1.  Pengelolaan risiko Pada dasarnya, dalam asuransi syariah se- 

kumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, 
saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan 
dana hibah (tabarru’). Dengan begitu bisa dikatakan pengelolaan 
risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah 
menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dibebankan/ 
dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Usaha 
menanggung risiko harus dibedakan dari usaha pembagian risiko. 
Pembagian risiko adalah sah dan halal. Sesungguhnya laba 
dipandang se- bagai imbalan wajar bagi pembagian risiko yang 
merupakan ciri khas lembaga mudharabah.34 Sedangkan di dalam 
asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk, di mana 
risiko dipindahkan/dibebankan oleh tertanggung (peserta 
asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak 
sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut.  

2. Pengelolaan dana Pengelolaan dana yang dilakukan di dalam 
asuransi syariah bersifat transparan dan diper- gunakan sebesar-
besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang 
polis asuransi itu sendiri. Asuransi konvensional, perusahaan 
asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai 
biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan 
keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri.  

3.  Sistem perjanjian Dalam asuransi syariah hanya digunakan akad 
hibah (tabarru’) yang didasarkan pada sistem syariah dan 

                                                           
 34 Radney Wilson., Islamic Business…., h. 88 
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dipastikan halal. Sedangkan asuransi konvensional akad yang 
dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli. 

 4. Kepemilikan dana Sesuai dengan akad yang digunakan, maka 
dalam asuransi syari’ah dana asuransi tersebut adalah milik 
bersama (semua peserta asuransi), di mana perusahaan asuransi 
hanya bertindak sebagai pengelola dana saja (adminstrator) dan 
juga bertindak sebagai manager investasi me- ngumpulkan dana 
tabarru’. Asuransi syari’ah tidak mengenal dana hangus. Hal ini 
tidak berlaku di dalam asuransi kon- vensional, karena premi 
yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik 
perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini 
perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap 
pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi, dan jika tidak 
terjadi klaim maka dana akan hangus.  

5. Pembagian keuntungan Di dalam asuransi syari’ah, semua 
keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan 
dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi 
tersebut. Namun akan berbeda dengan perusahaan asuransi 
konvensional, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan 
menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.  

 
C. BERALIH PADA ASURANSI SYARIAH 

Di Barat banyak pengusaha mencari proyek dan usaha yang 
banyak risikonya. Tetapi di dunia Islam jarang ada pengusaha yang 
dengan sengaja menanggung risiko besar.35 Karena asuransi 
merupakan sarana untuk mengurangi risiko bahkan melenyapkan 
risiko, maka sebaiknya penyediaan tanggungan asuransi disambut 
baik seluruh kaum muslimin, terutama golongan fundamentalis. 
Namun kenyataannya jauh ber- beda, bahkan bertolak belakang. 

Faktanya, asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas 
umat Islam bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para 
pendahulu dari kalangan ahli fikih, karena tidak satu pun kitab- 
kitab fikih klassik yang membahas masalah asuransi, bahkan tidak 
termasuk transaksi yang dikenal oleh tradisi fikih, demikian juga 

                                                           
35 Radney Wilson., Islamic Business…., h. 87 
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dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya. Oleh sebab 
itu, para ulama masa modern ini juga berbeda pendapat dalam me- 
nyikapi hukum asuransi konvensional, hal itu disebabkan perbedaan 
ilmu dan ijtihad mereka.36 
Perbedaan pendapat tersebut penyebabnya antara lain adalah: 
1. Transaksi asuransi konvensional terdapat juhalah artinya suatu 

unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas atau harga suatu 
barang, sesuatu yang tidak diketahui, sehingga mengakibatkan 
timbulnya suatu ketidak- pastian. Transaksi asuransi ada unsur 
gharar (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan 
mendapatkan keuntungan atau ke- rugian pada saat berakhirnya 
priode asuransi.  

2. Asuransi konvensional mengandung riba, ter- dapat usaha dan 
investasi dengan meminjam- kan dananya atas dasar bunga, 
terutama dengan bank-bank dan Funds Manager Companies. 
Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang 
yang membeli polis asuransi membayar sejumlah kecil 
dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih 
banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak 
mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah 
tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang 
yang di- bayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik 
riba fadl dan riba nasi’ah. 

3. Asuransi konvensional termasuk jenis per- judian/gambling 
(maysir), karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk 
men- dapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-
untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi risiko ia berhak 
mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia 
tidak akan mendapatkan apapun. 

 
 
 
 

                                                           
36 Ada 4 pendapat tentang hukum asuransi, Lihat Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan 

Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful di Indonesia), (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996) h. 166-167 
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Perbedaan pendapat tersebut penyebabnya antara lain adalah: 
1. Transaksi asuransi konvensional terdapat juhalah artinya suatu 

unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas atau harga suatu 
barang, sesuatu yang tidak diketahui, sehingga mengakibatkan 
timbulnya suatu ketidak- pastian. Transaksi asuransi ada unsur 
gharar (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan 
mendapatkan keuntungan atau ke- rugian pada saat berakhirnya 
priode asuransi.  

2. Asuransi konvensional mengandung riba, ter- dapat usaha dan 
investasi dengan meminjam- kan dananya atas dasar bunga, 
terutama dengan bank-bank dan Funds Manager Companies. 
Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang 
yang membeli polis asuransi membayar sejumlah kecil 
dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih 
banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak 
mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah 
tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang 
yang di- bayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik 
riba fadl dan riba nasi’ah. 

3. Asuransi konvensional termasuk jenis per- judian/gambling 
(maysir), karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk 
men- dapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-
untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi risiko ia berhak 
mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia 
tidak akan mendapatkan apapun. 

 
 
 
 

                                                           
36 Ada 4 pendapat tentang hukum asuransi, Lihat Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan 

Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful di Indonesia), (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996) h. 166-167 

Dari ketiga alasan di atas, dapat dikatakan transaksi asuransi 
konvensional yang selama ini dikenal belum sesuai dengan 
transaksi yang dikenal dalam fikih. Hadirnya asuransi syariah 
seharusnya dapat diterima oleh masyarakat khususnya ummat 
Islam, dengan alasan sebagai berikut: 
1. Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan 

transparan serta aqad yang sesuai syari’ah, dimana dana dan 
premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana 
tabarru’) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan 
asuransi syari’ah melalui investasi berlandaskan prinsip syari’ah. 

2. Semua dana yang dikelola akan dipergunakan untuk menghadapi 
dan mengantisipasi ter- jadinya musibah/bencana/klaim yang 
terjadi diantara peserta asuransi. 

 
Melalui asuransi syariah, setiap muslim mem- persiapkan diri 

secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip 
transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak ada lagi 
keraguan untuk berasuransi syariah. Asuransi syariah merupakan 
tuntutan masa kini dan men- datang karena memiliki beberapa ciri 
utama: 
1. Akad bersifat tabarru’, sehingga tidak me- ngenal premi 

melainkan infaq atau sumbangan (hibah), sumbangan yang 
diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika tidak tabarru’, maka 
andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima 
jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai 
dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau 
jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil 
mudharabah bukan riba. 

2. Akad asuransi bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib 
dilaksanakan) bagi kedua belah pihak, karena pihak anggota 
ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat 
imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut 
didapat melalui izin yang diberikan oleh jama’ah (seluruh peserta 
asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama). 

3. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. Sebab 
perusahaan asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara 
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konvensional yang ribawi. Hanya boleh menggunakan sistem 
syari’ah, yaitu bagi hasil. Selain itu jenis usahanya pun harus 
dipilih yang halal, tidak boleh misalnya untuk pabrik minuman 
keras, rokok, dan usaha hiburan maksiat. 
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